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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memahami kasus korupsi yang terjadi di 

Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat pada proyek peningkatan jalan 

Simpang Bukit Harapan 2, (2) dapat mengetahui analisa bukti akuntansi dan bukti 

audit dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: 

(1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang 

Bukit Harapan 1  Kecamatan Bongan yang dilakukan oleh PT  Bunga Arafat yang  

diungkap melalui bukti audit dan bukti akuntansi. Penyimpangan yang terjadi 

telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.431.493.227,27. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Bunga Arafat terbukti melakukan 

penyimpangan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara. 

 

Kata Kunci: bukti audit, bukti akuntansi, korupsi, pelanggaran hukum, 

Proyek Peningkatan Jalan 
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ABSTRACT 

 

This study aims to: (1) understand the corruption cases that occurred in 

Bongan District, West Kutai Regency in the Simpang Bukit Harapan 2 road 

repair project, (2) to find out the analysis of accounting evidence and audit 

evidence in uncovering the corruption cases that occurred. This research uses 

descriptive qualitative method. The data used in this study are primary data and 

secondary data. Data collection techniques are carried out by: (1) observation, 

(2) interviews, and (3) documentation. The results showed that there had been a 

criminal act of corruption at the Simpang Bukit Harapan 1 Road Improvement 

Project, Bongan District by PT Bunga Arafat, which was revealed through audit 

evidence and accounting evidence. The deviation that occurred resulted in state 

financial losses amounting to Rp 3,431,493,227.27. So it can be concluded that 

PT Bunga Arafat is proven to have committed a criminal act of corruption that 

has caused losses to the state. 

Keywords: audit evidence, accounting evidence, corruption, lawlessness, road 

repair projects 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Akuntabilitas keuangan kenyataannya masih belum terealisasi dengan 

baik. Di Indonesia masih banyak sekali terjadi kasus penyimpangan terhadap 

keuangan negara yang mana dikenal dengan istilah “korupsi”. Menurut Satyawan 

(2017) dalam hal ini tentu dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan 

nasional. Dilihat dari data Corruption Perceptions Index 2019, Negara Indonesia 

termasuk negara yang tingkat korupsinya masih tergolong cukup tinggi. Skala 

penilaian dalam CPI menggunakan skor 0-100, di mana 0 berarti sangat korupsi 

(sering terjadi korupsi) dan 100 berarti sangat bersih. Pada tahun 2019, Indonesia 

memiliki skor 40 dan menempati posisi 85 dari 180 negara Mashabi (2020). 

Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu corruptio. Jika dalam 

bahasa Perancis disebut corruption, dalam bahasa Inggris adalah corrupt atau 

corruption sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie. Dari bahasa 

Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia Setiadi (2018).  

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas. 

Sejarah mencatat di setiap Negara pernah dihadapkan pada masalah korupsi. 

Tidak hanya "menginfeksi" pejabat publik yang menyalahgunakan 

kewenangannya, sekarang korupsi mewabah pada individu. Menyikapi situasi 
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ekonomi yang semakin memburuk, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa 

permasalahan yang muncul adalah akibat praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) yang mengakar. Amalan keji ini disinyalir sudah menjadi bagian dari 

budaya, sehingga di benak banyak orang hal itu menjadi sesuatu yang wajar 

dilakukan, meski secara moral dan hukum mengakuinya salah. 

 Tindak pidana korupsi sudah mengkristal dalam kehidupan bangsa 

Indonesia. Tidak hanya mengancam perekonomian negara, kenyataanya korupsi 

juga dapat mengancam lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak-hak 

asasi manusia dan hak-hak dasar kemerdekaan, dan yang paling buruk adalah 

menghambat jalannya pembangunan dan semakin memperparah kemiskinan. Di 

samping itu, korupsi juga terbukti telah melemahkan kemampuan pemerintah 

untuk memberikan pelayanan-pelayanan dasar, memperlebar jurang 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan, serta dapat berdampak pada pengurangan 

masuknya bantuan investasi asing dan luar negeri. Korupsi merupakan unsur 

penting yang menyababkan dari segi ekonomi kurang berkinerja dan juga sebagai 

rintangan utama dalam pengentasan pembangunan dan kemiskinan. 

 Korupsi benar-benar telah menjadi permasalahan akut dan sistemik yang 

sangat beresiko besar dan dapat merugikan negara maupun masyarakat. Tidak 

menuntut kemungkinan bahwa modus dan pelaku kejahatan korupsi selalu 

berganti secara cepat. Disisi lain, laju perubahan undang-undang korupsi sendiri 

selalu terlambat beberapa langkah di belakang kejahatanya yang kemudian 

dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh banyak orang, kelompok, maupun oknum 

tertentu untuk melakukan berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak 

pidana korupsi. 
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 Berdasarkan kondisi aktual Indonesia, perbuatan yang dilakukan para 

koruptor sudah mengancam kemanan negara. Pelaku korupsi merupakan orang-

orang terdidik dan relatif memiliki jabatan, sehingga pelaku kejahatan ini adalah 

yang paling rasional dibanding pelaku dari jenis kejahatan lainnya. Sebelum 

melakukan kejahatan, mereka telah memperhitungkan secara matang berdasarkan 

prinsip untung-rugi (beneefit cost-ratio). Dalam melaksanakan kejahatanya 

mereka senantiasa berada dalam pilihan yang sadar.  

Tindak pidana korupsi secara internasional diakui sebagai kejahatan 

terorganisir transnasional. Seiring berjalannya waktu korupsi tumbuh dan muncul 

dikarenakan perilaku manusia yang menyimpang akibat adanya materi yang 

belum terpuaskan. Hal seperti inilah yang menyebabkan kasus korupsi sulit untuk 

diberantas. Sesungguhnya korupsi dan manusia merupakan dua senyawa yang 

sulit dipisahkan. Hal ini merupakan salah satu sifat kekal manusia, yaitu 

keserakahan. Berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, korupsi merupakan 

salah satu tindakan kejahatan yang akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. 

Jika sebelumnya orang mengira korupsi hanya kerugian Negara dan suap-

menyuap, saat ini korupsi telah berkembang seiring berjalannya waktu menjadi 

perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, dan benturan 

kepentingan dalam pengadaan. Di masa mendatang, korupsi bisa saja berkembang 

lagi secara dinamis, karena korupsi mengikuti pola hidup manusia yang 

materialistis. 

 Karena bergerak secara dinamis, penegakan hukum dalam pemberantasan 

korupsi tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara konvensional. Penangannya 
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juga membutuhkan suatu tindakan penanganan ekstra dan upaya yang mantap. 

Ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta adannya 

profesionalitas lembaga yang menangani korupsi pun tidak bisa dielakan lagi. 

Salah satu ‘upaya luar biasa’ yang dilakukan adalah dengan membentuk 

sebuah lembaga penegak hukum baru dalam sistem peradilan pidana, yaitu 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai amanat dari 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Tindakan korupsi pada era reformasi yang telah berkembang dan 

melibatkan banyak orang, tentu akan menggambarkan sebuah kejadian dari sistem 

pemerintahan. Yang mengkhawatirkan adalah sebagian besar praktik korupsi di 

daerah justru dilakukan oleh kepala daerah, kepala dinas, dan anggota legislatif 

(DPRD) yang jelas-jelas dipilih oleh rakyat. Kasus terbaru adalah korupsi yang 

dilakukan Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamuddin; walikota Tomohon, dan  

Bupati Lampung Timur, Santono yang melakukan korupsi dana APBD. Beberapa 

daftar kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di antaranya 

meliputi Sukawi Sutarip (Walikota Semarang), Bambang Bintoro (Bupati 

Batang), Syamsul Arifin (Gubernur Sumatra Utara), Yusak Yaluwo (Bupati 

Boven Dogoel, Papua), Indra Kusuma (Bupati Brebes), Fahriyanti (Walikota 

Magelang), dan Agus Riyanto (Bupati Tegal), serta puluhan nama lainya.  

 Praktik korupsi di daerah telah dilakukan kepala daerah, kepala dinas, serta 

anggota DPRD secara berjamaah. Modus praktik korupsi yang dilakukan juga 
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bermacam-macam. Persekongkolan mereka dalam melakukan korupsi uang 

daerah terdiri dari beberapa modus antara lain : Pertama, penyelewengan uang 

anggaran APBD  yang dilakukan dengan menggelapkan uang APBD dengan 

merekayasa pos-pos penggunaan anggaran. Kedua, penggelembungan  (mark up) 

terhadap dana proyek. Dana proyek pembangunan dianggarkan sangat tinggi dari 

nilai yang sesungguhnya terjadi, sehingga selisih anggaran tersebut dapat  

“ditilap”. Ketiga, biaya operasional fiktif. Salah satu modus operasi ini banyak 

dilakukan pada dana kunjungan kerja atau studi banding. Hasil kunjungan kerja 

tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kadangkala juga 

terdapat kunjungan kerja fiktif, artinya tidak pernah dilakukan tetapi dana 

dicairkan dengan bukti fiktif, misalnya tiket pesawat fiktif. 

 Secara umum, objek kasus korupsi yang telah terjadi di daerah berasal dari 

dana APBD akhir-akhir ini, korupsi dana APBD kerap kali terjadi di Kutai Barat. 

Pada tahun 2018, fenomena tindak pidana korupsi menjerat kasus pemberian dana 

hibah Pemprov Kaltim kepada 3 yayasan pendidikan di Kutai Barat, akibat 

korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara senilai Rp18.405.000.000,00. 

Dengan rincian, Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera sebesar 

Rp7.950.000.000,00 kemudian Yayasan Pendidikan Sekar Alamanda senilai Rp 

4.455.000.000,00 dan Yayasan Pendidikan Permata Bumi Sendawar Rp 

6.000.000.000,00 (Jaang, 2019).  

 Fenomena korupsi yang terjadi pada tahun 2018 juga menjerat Perusahaan 

Daerah Wisata, Telekomunikasi, Transportasi, dan Air Minum (Perusda 

Witeltram) Kutai Barat (Kubar). Kasus yang merugikan uang negara sebesar Rp 
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1.683.796.517 tersebut akhirnya berhasil terselesaikan pada tahun 2019 (Gian, 

2019). Berlanjut pada tahun 2020, kasus kasus korupsi kembali terjadi yang 

mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.3.431.493.227,27 (tiga milyar empat 

ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh 

tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) terjadi di Kutai Barat, Kecamatan Bongan yang 

terkait dengan dana proyek peningkatan jalan Simpang Bukit Harapan 2 yang 

dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp. 14.291.834.000,- yang berasal dari 

Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur TA.2014 pada SKPD Dinas PU 

Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA.2014 Nomor: 1.03.01.15.18.5.2. 

Tindakan ini dilakukan secara terstruktur, sitematis dan masif yaitu adanya 

keterlibatan Kepala Dinas PU (Pengguna Anggaran), Kabid Bina Marga, unsur 

pegawai Dinas PU, serta pihak swasta sebagai kontraktor pelaksana. 

Permasalahan pada kasus tersebut harus segera diatasi agar dapat 

menciptakan suatu pemerintahan yang baik, salah satunya ditentukan oleh 

akuntabilitas keuangan. Santoso & Pambeleum (2008) mengemukakan bahwa 

penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah. 

Akuntansi sektor publik dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat 

pengendalian dan pengawasan yang memadai.  

 Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini peneliti 

menentukan  judul yakni: “ Analisis Bukti Audit Dan Bukti Akuntansi Untuk 

Mengungkap Kasus Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 

Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

dijawab secara spesifik adalah: “Bagaimanakah pengungkapan kasus korupsi pada 

proyek pengembangan jalan simpang harapan 2 di Kec. Bongan Kab. Kutai Barat 

melalui bukti akuntansi dan bukti audit?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah  masalah di atas, maka tujuan dari penelitian antara 

lain:. 

1. Memahami kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kecamatan Bongan 

Kabupaten Kutai Barat pada proyek peningkatan jalan Simpang Bukit 

Harapan 2  

2. Dapat mengetahui analisa bukti akuntansi dan bukti audit dalam mengungkap 

kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kecamatan Bongan Kabupaten 

Kutai Barat pada proyek peningkatan jalan Simpang Bukit Harapan 2 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dari latar belakang, rumusan fokus masalah dan tujuan penelitian di atas, 

maka diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi kesetiap kalangan, 

yakni: 

a. Peruntukan Akademisi 

Sebagai sumber pembelajaran untuk meningkatkan wawasan tentang 

pengungkapan kasus korupsi melalui bukti akuntansi dan bukti audit. Hasil 

penelitian ini juga dapat sebagai referensi penelitian bagi peneliti lain yang 

tertarik untuk meneliti kajian serupa. 
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b. Peruntukan Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan 

peneliti tentang pengungkapan kasus korupsi melalui bukti akuntansi dan bukti 

audit. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai media bagi penulis untuk 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama berkuliah di Universitas Mulawarman. 

 

c. Peruntukan Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan pembaca terkait ruang lingkup pengungkapan kasus korupsi melalui 

bukti akuntansi dan bukti audit. Serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai akuntansi lingkungan. 
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BAB II 

KAJIAN 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori GONE 

Toeri GONE dimotivasi oleh teori Penipuan Segitiga yang belum 

sempurna. Teori Triangle Fraud menurut Cressey (1953) menyatakan bahwa ada 

tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan seseorang melakukan 

kecurangan atau tindakan curang yaitu tekanan, peluang atau peluang, dan 

rasionalisasi. Hal ini juga terjadi oleh Vona (2008) yang menyatakan bahwa 

dalam teori kecurangan melakukan kecurangan, tekanan, dan peluang. AICPA 

telah mengidentifikasi ketiganya sebagai faktor risiko penipuan atau kondisi 

penipuan. 

Teori GONE merupakan penyempurnaan dari teori Triangle Fraud yang 

mengungkap mengapa seorang koruptor melakukan kecurangan yang meliputi 

unsur Greed, Opportunity, Need, Exposes (hukuman rendah) (Ismatullah, 2016). 

Teori GONE adalah sebagai tindak pidana yang melakukan praktek curang, 

sehingga dapat dikatakan penggunaan Teori GONE adalah hal yang benar. 

Tuanakotta (2010) menyatakan bahwa faktor Keserakahan dan Kebutuhan 

merupakan faktor individu yang berhubungan dengan pelaku penipuan individu, 

sedangkan faktor Peluang dan Ekspos merupakan faktor generik / umum yang 

berhubungan dengan organisasi sebagai korban penipuan. Apabila kecurangan 

atau kecurangan dalam pengadaan barang / jasa pemerintah dikendalikan dengan 

cita-cita kepemimpinan, Widayat (2014) menyatakan bahwa terjadi pergeseran 
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paradigma idealisme pemimpin yang melahirkan suatu sistem pemerintahan yaitu 

kekuasaan kekuasaan yang berdampak pada kekuasaan.  

Malapraktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dapat disadari secara 

hati-hati bahwa kekuatan tidak sehat cenderung menghasilkan produk manusia 

yang berjiwa oportunistik, tanpa berdampak terhadap pikiran, tindakan, dan 

kebijakan yang dijalankan. Penelitian tentang kecurangan dengan teori GONE 

masih terbatas terutama dalam lingkup pemerintahan. Yang bertujuan untuk 

melawan apakah terdapat pengaruh teori penipuan GONE pada pengadaan barang 

/ jasa pemerintah, dan apakah cita-cita kepemimpinan melemahkan pengaruh 

Keserakahan atau keserakahan, Peluang atau peluang, Kebutuhan atau kebutuhan, 

atau eksposur yang kecil terhadap kecurangan pengadaan barang / jasa 

pemerintah. 

Teori GONE adalah teori populer yang digunakan dalam penelitian 

penipuan. Penelitian ini menggunakan teori GONE dari Jack Bologne (1993) 

sebagai landasan teori untuk mengkaji faktor-faktor penyebab perilaku curang. 

Teori ini merupakan teori yang melengkapi Teori Fraud Triangle, yang mana 

kedua teori tersebut mengungkap alasan dari seorang koruptor yang melakukan 

kecurangan. Fraud Triangle Theory adalah teori yang mengkaji penyebab-

penyebab fraud yang pertama kali ditulis oleh Cressey (1953) dan disebut sebagai 

Fraud Triangle. Menurut Cressey (1953), Fraud Triangle menjelaskan tiga faktor 

yang ada dalam setiap situasi penipuan yang meliputi Tekanan, Peluang, 

Rasionalisasi. Teori GONE menyatakan bahwa akar penyebab kecurangan terdiri 

dari empat faktor, yaitu: Keserakahan, Peluang, Kebutuhan, dan Eksposur. 
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Keserakahan terkait dengan keserakahan dan keserakahan calon koruptor dalam 

diri setiap orang. Peluang atau peluang yang terkait dengan sistem yang 

memberlakukan lubang korupsi, yang berkaitan dengan keadaan organisasi / 

lingkungan masyarakat yang membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan 

kecurangan. Kebutuhan adalah sikap mental yang tidak pernah cukup, sikap yang 

penuh konsumerisme, dan selalu penuh dengan kebutuhan yang tidak pernah 

berakhir. Diekspos sebagai hal-hal yang terkait dengan korupsi rendah, tidak ada 

kejahatan atau tindakan pencegahan minimal. 

 

2.1.2 Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour) 

Teori perilaku terencana merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen 

yang merupakan penyempurnaan dari teori penalaran tindakan yang dikemukakan 

oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Fokus utama dari teori perilaku terencana sama 

dengan teori reason action, yaitu niat seseorang untuk melakukan perilaku 

tertentu. Sikap dan niat dapat dilihat dari faktor motivasi yang dapat 

mempengaruhi perilaku. Niat merupakan petunjuk seberapa besar seseorang 

mencoba dan seberapa banyak usaha yang akan dilakukan seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan. Teori tindakan rasional menyebutkan ada dua faktor 

yang menentukan yaitu niat sikap pribadi dan norma subjektif. Sikap evaluasi 

pribadi negatif atau positif individu terhadap perilaku tertentu. Sedangkan norma 

subyektif adalah tanggapan seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan 

atau tidak melakukan perilaku tertentu (Fishbein dan Ajzen, 1975).  
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Ajzen menjelaskan bahwa teori tindakan nalar belum menjelaskan perilaku 

yang tidak ada di bawah kendali seseorang. Dalam teori perilaku terencana Ajzen 

menambahkan satu hal yang menentukan niat, yaitu persepsi tentang pengendalian 

perilaku. Persepsi pengendalian perilaku merupakan tanggapan individu atas 

pengendalian yang mereka miliki sehubungan dengan perilaku tertentu (Ajzen, 

2005). Faktor tersebut mengacu pada tanggapan individu tentang kemudahan atau 

kesulitan menjadi subjek perilaku tertentu dan dianggap sebagai cerminan dari 

peristiwa atau kejadian masa lalu dan hambatan yang diantisipasi. Ketiga faktor 

yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku dapat memprediksi 

niat individual dalam melakukan perilakku tertentu. 

 

2.2 Akuntansi 

Akuntansi merupakan proses untuk mendapatkan informasi untuk 

mengetahui aktivitas ekonomis perusahaan untuk para pemakai informasi. Warren 

(2015) mengungkapkan " Accounting is an information system that provises 

report to stake holder abaout the economic avtivities and condition of business “. 

Definisi lain menurut Akhyar Adnan (2016) akuntasi adalah setiap tahapan 

pengambilan keputusan, keberadaan informasi mempuyai peranan penting mulai 

dari proses pengidentifikasian persoalan mencari alternatif pemecahan masalah 

dan monitor pelaksanaan keputusan yang diterapkan. 

Akuntansi sebagai bidang ilmu yang mempelajari seluk beluk pencatatan 

sampai dengan pelaporan keuangan dapat digunakan untuk sarana dalam 

melakukan pencegahan awal tindakan yang mengarah pada korupsi dengan 
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memasukkan berbagai nilai-nilai untuk melakukan penolakan pada korupsi. Hal 

ini dapat dilakukan dengan memasukkan berbagai nilai dalam setiap aktivitas 

belajar peserta didik sebagai sarana pencegahan serta gerakan penanggulangan 

timbulnya tindakan yang mengarah pada aktivitas yang korup pada generasi 

bangsa. Kegiatan pembelajaran akuntansi merupakan sarana yang efektif untuk 

menumbuhkan nilai karakter anti korupsi, karena dalam proses pembelajaran 

terjadi proses internalisasi yang melibatkan berbagai unsur dan potensi 

siswa/mahasiswa. Proses pembelajaran yang memiliki karakteristik terstruktur, 

terencana dan terukur merupakan kegiatan yang sangat tepat untuk menanamkan 

berbagai nilai dengan paramater yang terukur. 

Pemakai akuntansi mendefinisikan sebagai "suatu ilmu yang mempunyai 

suatu informasi yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan secara baik dan 

memberikan penilaian atas kegiatan-kegiatan suatu organisasi", sedangkan 

ditinjau dari kegiatannya definisi akuntansi yaitu "Proses pencatatan, pengologan, 

peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi" 

Warsono (2013). Definisi akuntansi pendidikan adalah " salah satu dari bidang-

bidang akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan dan 

penyebaran pendidikan".  

Sebagai ilmu, definisi akuntansi menurut Nafarin (2015) "akuntansi adalah 

suatu disiplin ilmu yang mempelajari mekanisme, sistem dan prosedur dalam 

pencatatan, mengelompokkan, mengikhtisarkan dan melakukan intepretasi atas 

transaksi keuangan yang terjadi data suatu organisasi dan dinyatakan dalam suatu 

nilai uang". Hal ini sesuai pendapat dan dari Warren (2015) Accounting 
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information composed principallly of financial data about busines transaction, 

expressed in to of money.  

Akuntansi sebagai proses Nafarin (2015) adalah "proses kegiatan yang 

mengenai transaksi keuangan suatu organisasi dalam melakukan pencatatan, 

penggolongan, pengikhtisaran, pemeriksaan, penafsiran dan penggangaran 

sehingga berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan 

untuk menentukan langkah pada waktu yang akan datang. Mendefinisikan 

akuntansi sebagai kumpulan dan proses (analisis, pengukuran dan perekaman) 

dari data keuangan suatu organisasi dan pelaporan informasi bagi para pembuat 

keputusan. Akuntansi didefinisikan sebagai seni merekam dan merangkum 

transaksi bisnis dan pengaruhnya pada perusahaan bisnis. Hal tersebut didukug 

pendapat kieso, weygant, dan kimmel (2014) “ Accounting is information system 

that identifies record and communicaticates the economic even of an organization 

to interest user”. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

merupakan suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan 

informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang 

jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. 

2.3 Akuntansi Forensik 

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, 

termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau 

di luar pengadilan Tuanakotta (2010). Akuntansi forensik bisa diterapkan pada 
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sektor publik maupun swasta, jadi jika memasukan pighak yang berbeda maka 

secara sederhana akuntansi forensik dapat dikatakan sebagai akuntansi yang 

akurat untuk tujuan hukum, atau akuntansi yang tahan uji dalam kancah 

perseteruan selama proses pengadilan Tuanakotta (2010). Definisi ini 

menekankan bahwa ukuran akuntansi forensik merupakan persyaratan hukum dan 

perundang-undangan, berbeda dengan akuntansi yang sesuai dengan GAAP 

(Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum). Akuntansi forensik didefinisikan 

sebagai analisis akuntansi yang dapat mengungkapkan kecurangan, yang mungkin 

cocok untuk presentasi di pengadilan Tuanakotta (2010). Analisis semacam itu 

akan menjadi dasar untuk penyelesaian diskusi, debat, dan perselisihan. Seorang 

akuntan forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, 

investigasi dan kriminologi untuk mengungkap penipuan, menemukan bukti dan 

kemudian bukti tersebut akan dibawa ke pengadilan jika diperlukan Ramaswamy 

(2007). 

Berdasarkan pemahaman akuntansi forensik dari berbagai sumber di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin 

akuntansi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik di 

dalam maupun di luar pengadilan. Istilah akuntansi forensik dalam definisi ini 

dapat digunakan dalam arti luas, termasuk audit dan auditing Tuanakotta (2010).  

Hal yang membedakan akuntansi dan auditing adalah akuntansi berkaitan 

dengan perhitungan, sedangkan auditing berkaitan dengan pelacakan untuk 

memastikan kepastian atau kewajaran dari apa yang dilaporkan. Jadi, akuntansi 

forensik mencakup semua jenis kegiatan akuntansi untuk tujuan hukum. 
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Akuntansi forensik awalnya merupakan perpaduan paling sederhana 

antara akuntansi dan hukum. Dalam kasus yang lebih rumit, terdapat satu area 

tambahan yaitu audit sehingga model akuntansi forensik terwakili dalam tiga area. 

Tuanakotta (2010). 

 

Gambar 2.1 Diagram Akuntansi Forensik 

Sumber: Tuanakotta (2010) 

Selain itu, ada cara lain dalam memandang akuntansi forensik dalam 

bukunya yang berjudul Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi yaitu dengan 

menggunakan Segitiga Akuntansi Forensik. Berikut ini adalah Segita Akuntansi 

Forensik yang dimaksud. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Segitiga Akuntansi Forensik 

Sumber: Tuanakotta (2010) 

Perbuatan Melawan Hukum 

Kerugian Hubungan Kualisatif 
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 Di sektor publik dan swasta, akuntansi forensik menangani kerugian, di 

sektor publik negara mengalami kerugian negara dan kerugian keuangan negara, 

sedangkan di sektor swasta kerugian juga terjadi karena ingkar janji dalam suatu 

perikatan Tuanakotta (2010). Titik pertama dalam segitiga adalah kerugian. 

Tindakan melawan hukum menjadi poin kedua. Tanpa tindakan melawan hukum, 

tidak ada yang bisa dituntut untuk ganti rugi Tuanakotta (2010). Poin ketiga 

adalah hubungan sebab akibat antara kerugian dan tindakan melawan hukum. 

Hubungan kausalitas antara kerugian dan tindakan ilegal merupakan domain ahli 

hukum dan praktisi dalam menghitung jumlah kerugian dan mengumpulkan bukti. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Segitiga Akuntansi Forensik juga merupakan 

model yang menghubungkan hubungan antara disiplin ilmu hukum, akuntansi dan 

audit. 

2.3.1 Ruang Lingkup Akuntansi Forensik 

Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif mengemukakan bahwa 

akuntansi forensik memiliki ruang lingkup yang spesifik untuk lembaga yang 

menerapkannya atau untuk tujuan melakukan audit investigatif Tuanakotta 

(2010). 

1) Praktik idi iSektor iSwasta 

Bologna idan iLindquist iperintis imengenai iakuntansi iforensik imenekankan 

ibeberapa iistilah idalam iperbendaraan iakuntansi, iyaitu: ifraud iauditing, 

iforensik iaccounting iinvestigative isupport, idan ivaluation ianalsysis. 

iLitigation isupport imerupakan iistilah idalam iakuntasi iforensik ibersifat 

idukungan iuntuk ikegiatan ilitigasi iTuanakotta i(2010). iAkuntansi iforensik 
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idimulai isesudah iditemukan iindikasi iawal iadanya ifraud. iAudit 

iinvestigasi imerupakan ibagian iawal idari iakuntansi iforensik. iAdapun 

ivaluation ianalysis iberhubungan iakuntansi iatau iunsur iperhitungan. 

iMisalanya idalam imenghitung ikerugian inegara ikarena itindakan ikorupsi. 

2) Praktik idi iSektor iPemerintahan 

Secara iumum iakuntansi iforensik idi iIndonesia iberbeda idengan iakuntansi 

iforensik idari inegara ilain, isingkatnya ihanya iterdapat iperbedaan ipada 

itahap-tahap idari iseluruh irangkaian iakuntansi iforensik iterbagi-bagi ipada 

iberbagai ilembaga iseperti ilembaga ipemeriksaan ikeuangan inegara, 

ilembaga ipengawasan iinternal ipemerintahan, ilembaga ipengadilan, idan 

iberbagai ilembaga iLSM i(Lembaga iSwadaya iMasyarakat) iyang iberfungsi 

isebagai ipressure igroup. 

2.3.2 Atribut Akuntan Forensik 

Atribut..seorang Akuntan Forensik adalah bagaimana seorang auditor 

memahami suatu entitas dengan..kaitannya entitas lain. Howard R. Davia 

dalam..akuntansi..forensik..dan audit investigatif  Tuanakotta (2010) memberi 

lima nasihat kepada seorang..auditor pemula..dalam melakukan 

invetigasi..terhadap..fraud, yaitu..sebagai berikut: 

1. Hal..pertama.yang.harus.dilakukan.oleh.auditor.adalah.melakukan identifikasi 

mengenai.siapa yang mempunyai potensi sebagai pelaku.tindak.fraud.bukan 

hanya melakukan pengumpulan fakta dan data yang berlebihan sebagai bukti, 

sementara fakta dan.data yang.ditemukan tidak.menjawab pertanyaan siapa 

pelakunya. 
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2. Fraud Auditor.harus membuktikan.niat pelaku.melakukan kecurangan. Dalam 

sidang.di.pengadilan seringkali.harus.kandas di tengah jalan dikarenakan 

penyidik dan saksi.ahli (akuntan forensik) gagal.membuktikan niat pelaku 

kejahatan atau.pelanggaran. Proses.pengadilan.bertujuan.untuk menilai orang, 

bukan.mendengarkan.cerita.kejahatan. 

3. “Be,.creative, .think like preparatory, .do not be predictable”. Seorang fraud 

auditor harus.kreatif, berpikir.seperti pelaku fraud.jangan.dapat.ditebak. 

Seorang.fraud auditor.harus dapat.mengantisipasi.langkah-langkah berikut 

pelaku.fraud atau.koruptor.ketika mengetahui.perbuatan.mereka.terungkap. 

4. Auditor.harus.memahami.dan.dapat.menganalisa.bahwa.banyak.kecurangan 

yang.dilakukan dengan persekongkolan. (collusion conspiracy). Ada dua 

macam.persekongkolan: 

a. Ordinary conspiracy. Persekongkolan. yang .sifatnya. sukarela, .dan 

pesertanya.memang.mempunyai.niat.jahat. 

b. Pseudo conspiracy. Misalnya, seorang.tidak.menyadari.bahwa.keluguanya 

dimanfaatkan.oleh rekan.kerjanya. 

5. Auditor.harus mengetahui.pemilihan proactive fraud detection strategy 

(strategi.untuk menemukan.kecurangan dalam.investigasi proaktif) bagaimana 

kecurangaan.itu terjadi. 

2.3.3 Kualitas Akuntan Forensik 

Kualitas dari akuntan forensik, yaitu sebagai berikut: 

1. Kreatif, kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap 

situasi bisnis yang normal dan kemudian mempertimbangkan interprestasi 

lain. 
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2. Rasa ingin tahu, keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi 

dalam rangkaian peristiwa dan situasi. 

3. Tak menyerah, kesempatan untuk terus maju pantang mundur walaupun fakta 

(seolah-olah) tidak mendukung. 

4. Akal sehat, kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. 

5. Business sense, kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguh-

nya berjalan, dan bukan hanya sekedar memahami bagaimana transaksi 

dicatat. 

6. Percaya diri, kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan. 

2.3.4 Manfaat Akuntansi Forensik 

Akuntansi forensik sangat bermanfaat untuk memberikan pendapat hukum 

dalam pengadilan (litigation). Disamping itu, ada juga manfaat lain dari akuntansi 

forensik dalam bidang hukum diluar pengadilan (non litigation) misalnya dalam 

membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, 

perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan / 

pelanggaran kontrak. 

Akuntansi forensik dibagi ke dalam dua bagian: jasa penyelidikian 

(investigative services) dan jasa litigasi (litigation services). Jasa penyelidikan 

mengarahkan pemeriksaan penipuan, yang mana mereka menguasai pengetahuan 

tentang akuntansi mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan, dan 

misinterprestasi Tuanakotta (2010). Jasa litigasi merepresentasikan kesaksian dari 

seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan 

untuk memecah isu-isu valuasi, seperti yang dialami dalam kasus perceraian. 
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Sehingga, tim audit harus menjalani pelatihan dan diberitahu tentang pentingnya 

prosedur akuntansi forensik di dalam praktek audit dan kebutuhan akan adanya 

spesialis forensik untuk membantu memecahkan masalah. 

Menurut Digabriele (2008) terdapat 9 (sembilan) item kompetensi 

keahlian akuntansi forensik yang digunakan dalam penilaian perbedaan persepsi 

dari pihak Akademisi akuntansi, Praktisi akuntansi dan penggunaan jasa Akuntan 

forensik yaitu:  

1. Analisis deduktif: kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi 

dalam laporan keuangan, yakni kejadian yang tidak sesuai dengan kondisi 

yang wajar. 

2. Pemikiran yang kritis: kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta. 

3. Pemecahan masalah yang tidak terstruktur: kemampuan untuk melakukan 

pendekatan terhadap masing-masing situasi (khususnya situasi yang tidak 

wajar) melalui pendekatan yang tidak terstruktur. 

4. Fleksibilitas penyidikan: kemampuan untuk melakukan audit diluar 

ketentuan/prosedur yang berlaku. 

5. Keahlian analitik: kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada 

(yang seharusnya tersedia) bukan apa yang telah ada (yang telah tersedia). 

6. Komunikasi lisan: kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara 

lisan melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang dasar-dasar opini. 

7. Komunikasi tertulis: kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan 

tulisan melalui laporan, bagan, gambar, dan jadwal tentang dasar-dasar opini. 
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8. Pengetahuan tentang hukum: kemampuan untuk memahami proses-proses 

hukum dasar dan isu-isu hukum termasuk ketentuan bukti (rules of evidense). 

9. Composure: kemampuan untuk menjaga sikap untuk tetap tenang meskipun 

dalam situasi tertekan. 

2.3.5 Tujuan Akuntansi Forensik 

 Tujuan akuntansi forensik adalah pengumpulan data keuangan yang 

sistematis untuk menganalisa dan mengiterprestasikan masalah keuangan yang 

kompleks dan untuk menanggapi keluhan yang timbul dari masalah-masalah 

pidana, perdatai dan ipertanyaan ilainnya iyang itimbul dari penyelidikan imaupun 

yang ibersumber ipada ipenyelidikan iterhadap isuatu iperusahaan Smith (2012). 

Akuntan forensik memberi skeptisme profesional dan kemampuan analisis untuk 

melihat melampaui angka yang disajikan untuk menyelidiki dan menemukan 

maksud sebenarnya dari transaksi. Akuntansi forensik dilakukan untuk 

menyelidiki penyimpangan atau kecurangan dan pengukuran dampak Imoniana, 

JO, Antunes, MT, Formigoni (2013). Akuntansi forensik dapat dilakukan jika 

auditor memiliki kecurigaan adanya penyimpangan dan salah saji yang disengaja 

dalam laporan keuangan Italia (2012). 

 Prosedur utama dalam akuntansi forensik lebih menekankan pada teknik 

wawancara yang mendalam dan analisis data walaupun sering kali menggunakan 

teknik audit umum seperti pengecekan rekonsiliasi, konfirmasi dan sebagainya 

Digabriele (2008). Akuntansi forensik memfokuskan pada segmen tertentu 

misalnya pemasukan dan pengeluaran yang dicurigai telah terjadi tindak 
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kecurangan atau korupsi baik dari laporan pihak dalam atau orang ketiga (tip off) 

atau petunjuk terjadinya kecurangan (red flag) dan petunjuk lainnya. 

2.4 Bukti Akuntansi 

  Bukti akuntansi merupakan dokumen-dokumen penting bagi setiap 

organisasi ataupun perusahaan dalam melakukan transaksi keuangan sehingga 

dapat dijadikan bukti atau dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Fungsi bukti 

akuntansi sendiri iialah isebagai iperekam ipertama isetiap itransaksi iyang 

dilakukan ioleh isebuah organisasi imaupun iperusahaan. Bukti akuntansi dapat 

idijadikan isebagai imedia dokumentasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan 

iyang idilakukan ioleh iperusahaan. Informasi yang dapat diperoleh idari adanya 

bukti transaksi, yaitu: 

1. Siapa yang melakukan sebuah transaksi. 

2. Rekening iapa isaja yang terpengaruh pada  transaksi tersebut. 

3. Penetapan  pencatatan  rekening ke dalam pencatatan  selanjutnya (jurnal). 

  Dalam bukti akuntansi terjadi proses transaksi/Transaction Processing 

System (TPS) adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang digunakan 

dalam sebuah  organisasi maupun perusahaan untuk melakukan  sebuah  transaksi.  

Komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi sendiri ialah: 

1. Input  

Input dalam suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa 

formulir atau bukti transaksi lainnya Harrison, dkk (2012) 

2. Proses 
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Dalam sistem manual terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam 

jurnal. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan 

data ke dalam file transaksi lainnya Harrison, dkk (2012). 

3. Penyimpanan 

Media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah Buku Besar. Buku 

besar ini menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. 

Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut “POSTING“. 

Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan mengup-date file master 

menggunakan file transaksi. 

4. Output 

Jenis keluaran yang dihasilkan oleh proses transaksi, antara lain : Laporan 

Keuangan, Laporan Operasional, Dokumen Pengiriman, Faktur dan lain-lain. 

Sistem pemrosesan transaksi (Transaction Processing System) merupakan 

aktivitas yang terdiri atas tiga subsistem utama yang disebut siklus. Adapun siklus 

dari sistem pemrosesan transaksi meliputi sebagai berikut:  

a. Siklus Pendapatan 

Perusahaan menjual barang jadi ke pelanggan melalui siklus pendapatan 

(Revenue cycle), yang meliputi pemrosesan penjualan tunai, penjualan kredit, dan 

penerimaan kas setelah penjualan kredit lainnya Harrison, dkk (2012). Subsistem 

utama dari siklus pendapatan adalah pemrosesan transaksi penjualan dan 

penerimaan kas. Contoh penjualan tunai dan penerimaan piutang. 
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b. Siklus Pengeluaran 

Aktivitas bisnis dimulai dengan perolehan barang baku, properti, dan 

tenaga kerja melalui pertukaran dengan kas. Subsistem utama dari siklus pe-

ngeluaran adalah sistem pembelian/utang, sistem pengeluaran kas, sistem peng-

gajian, dan sistem aktiva tetap.  

c. Siklus Konversi 

Terdiri atas dua subsistem utama: sistem produksi dan sistem akuntansi 

biaya. Sistem produksi melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian 

produk fisik melalui proses produksi. Sistem akuntansi biaya memantau arus 

informasi biaya yang berkaitan dengan produksi lainnya Harrison, dkk (2012). 

Informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya digunakan untuk penilaian 

persediaan, penganggaran, pengandalian biaya, pelaporan kinerja, dan keputusan 

manajemen. 

Dalam bukti akuntansi kita wajib bisa membaca keabsahan  fisik  bukti 

transaksi, artinya menentukan pihak mana yang mengeluarkan (intern atau 

ekstern) serta  meneliti kebenaran identitas fisik bukti transaksi yang 

bersangkutan. Membaca transaksiidan menelitii apakahi transaksi yang dilakukan 

sesuai dengan proseduriyang telahi ditetapkan yaitu dengan menelitiitandai tangan 

pihak-pihak yangi terkait dengani terjadinya transaksii yang bersangkutan.  

Menentukani kebenaran perhitungani nilai uangiyaitu dengani meneliti 

penghitungani yang dilakukani dan kebenarani penerapan metodeiyang digunakan 

sertai peraturan perpajakani yang berlaku. Menentukan akun-akun buku besar dan 

jumlah rupiah yang harus didebet dan dikredit sebagai akibat terjadinya transaksi. 
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Jenis-jenis bukti transaksi menurut Warran et al (2005). Pengantar Akuntansi. 

Buku Satu. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.: 

1. Bukti TransaksiiIntern 

Buktii transaksii intern adalahi bukti transaksiiyang khususi dibuat oleh 

interni dan dibuati untuk interni perusahaan. Buktii transaksii interni berguna 

untuk membantu manajemen perusahaan. Beberapa bukti transaksi intern yang 

dibuat oleh perusahaan antara lain yakni: 

a. Buktii Kasi Masuk 

Buktii kasi masukiadalah tandai bukti bahwai perusahaan atau organisasi 

tersebut telahi menerima uangi secarai cash. Buktii kas masuki dicatat dalami 

jurnali penerimaani kas. 

b. Bukti Kasi Keluar 

Bukti Kasi Keluar adalahi tanda buktii bahwa perusahaani atau organisasiiitu 

telah mengeluarkan uang tunai untuk keperluan internal maupun eksternal 

organisasi atau perusahaan tersebut. 

c. Memoi 

Memoi adalah buktii pencatatan antari bagian ataui manager dengani bagian-

bagian yangi ada di lingkungani perusahaan. 

2. Bukti Transaksii Ekstern 

   Bukti Transaksii Ekstern adalahi bukti transaksiiyang berhubungan dengan 

pihakidi luariperusahaan. Antara lain adalah sebagaii berikuti Warran et al (2005): 

a. Faktur 

Faktur adalah perhitungan penjualan yang dilakukani secarai kredit, dibuat 

oleh pihak penjual disampaikan ke pihak pembeli. 
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b. Kuitansi 

Kuitansi adalahi bukti transaksii penerimaan uangi untuk pembayaran 

sesuatu. Kuitansii dibuat dan ditandai tangani olehi pihak yang menerima 

uangi dan diserahkani kepada pihaki yang melakukani pembayaran. 

c. NotaiDebet 

Nota Debet adalah pemberitahuani atau perhitunganiyang dikirimisuatu 

perusahaan/badaniusahaikepada pelangganya, bahwai akunnya telah 

didebeti dengan jumlahi tertentu. 

d. Notai Krediti 

Nota Krediti adalah pemberitahuani atau perhitungani yang dikirimisuatu 

perusahaan/organisasi kepadai pelangganya, bahwaiakunnya telah dikredit 

dengan jumlahi tertentu. Penerima notai kredit akani mencatat padaiakun 

pihak pengirimi nota padai posisi debet. 

e. Cek 

Cek adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuki membayar 

sejumlah uangi tertentu padaiwaktu surat tersebuti diserahkan kepada 

pihaki bank, ditandatanganii oleh pihaki yang menjadiinasabah suatui 

bankidan memilikii simpanan padai bank tersebuti dalam bentuki giro 

f. Bilyet Giro 

Bilyet Giro adalahi surat perintahidari nasabahisuatu bankikepada bank 

yang bersangkutani untuk memindahibukukan sejumlahi uang dari 

rekeningnyaike rekeningipenerima yang iamanya disebutidalam bilyetigiro 

padaibank yangisama atauibank yangilain. Penerimaibilyet giroitidakibisa 
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menukarkanidengan uangitunai kepadaibank yangibersangkutan, tetapi 

hanyai dapat menyetorkanibilyet giro kepada banki sebagai tambahan 

simpanani padairekeningnya.  

g. RekeningiKoran 

RekeningiKoran adalahibukti mutasiikas di bankiyang disusunioleh bank 

untukiparainasabahnya, danidigunakan sebagaii dasar penyesuaian 

pencatatani antara saldoi kas menuruti perusahaan dan saldoi kas menuruti 

bank. 

Manfaat bukti akuntansi pada sebuahiorganisasi ataui perusahaan adalah 

Warran et ali(2005): 

1. Sebagai media yang berisikan data informasi keuangan 

2. Sebagai dasar pencatatan akuntansi 

3. Bukti pertanggungjawaban bahwa organisasi maupun perusahaan tersebut 

telah melakukan sebuah transaksi pada pihak lain. 

4. Untuki mengurangi kemungkinanikesalahan atauikekeliruan dengani cara 

menyatakanisemua kejadiani dalam bentuki tulisan. 

5. Untukimenghindari terjadinyaiduplikasi dalami pengumpulan datai keuangan 

2.5 Bukti Audit 

 Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan 

pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti audit. Ukurani keabsahan (validity) buktii tersebut untuki 

tujuan auditi tergantung padai pertimbangan auditori independen, dalami hal ini 

buktii audit (audit evidence). Bukti auditi sangat bervariasii pengaruhnyaiterhadap 
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kesimpulan yangi ditarik olehi auditor independenidalam rangkaimemberikan 

pendapatiatas laporani keuangan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan 

keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya 

berpengaruh terhadap kompetensi bukti. 

 Asersi ((assertion) adalah pernyataan manajemen yang terdapat di dalam 

komponen laporan keuangan. Menurut Agoes (2014) pernyataan tersebut dapat 

bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklarifiasikan sebagai berikut: 

1. Keberadaaniatauiketerjadian (existence or occurrence) 

Asersi tentangikeberadaan atau keterjadianiberhubungan dengan apakah 

aktivai atau utangientitas ada padaitanggal tertentuidan apakahitransaksi yang 

dicatatitelah terjadiiselamaiperiodeitertentu. 

2. Kelengkapan (completencess) 

Asersiitentang kelengkapaniberhubungan denganiapakah semuaitransaksi dan 

akuniyang seharusnyaidisajikan dalamilaporan keuangan telahidicantumkan 

didalamnya. 

3. Hakidan kewajiban (right and obligation) 

Asersiitentang haki dan kewajibani berhubungan denganiapakahiaktiva 

merupakanihak entitasidan utangimerupakanikewajibaniperusahaanipada 

tanggalitertentu. 

4. Penilaian (valuation) atau alokasi 

Aserssiitentangipenilaianiatauialokasiiberhubunganidenganiapakah komponen 

-komponen aktiva, kewajiban, pendapatani dan biaya sudahi dicantumkan 

dalami laporani keuangan padai jumlah yangi semestinya. 

5. Penyajianidani pengungkapani (presentation and disclosure) 
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Asersii tentang penyajianidan pengungkapaniberhubungan denganiapakah 

komponen-komponen tertentuilaporan keuanganidiklasifikasikan, dijelaskan, 

danidiungkapkanisemestinya. 

6. Kesesuaiani dani Kecukupani Bukti 

Kecukupani buktii auditi lebih berkaitani dengan kuantitasibukti auditt. 

Faktoriyang mempengaruhii kecukupan buktii auditi terdirii dari: 

a. Materialitas 

Auditor harus membuat pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas 

laporan keuangan. Ada hubungan terbalik antara tingkat materialitas dan 

bukti audit yang diperlukan. Semakini rendah tingkatimaterialitas, isemakin 

banyakikuantitasibuktii yangi diperlukan. 

b. Risiko Audit 

Ada hubungan terbalik antara risikoiauditidengan jumlahi bukti yang 

diperlukani untuk mendukung pendapat auditor atas laporani keuangan. 

Rendahnya risiko audit berarti tingginyai tingkat kepastiani yang diyakini 

auditori mengenaii ketepatani pendapatnya. Tingginyai tingkati kepastian 

tersebutimenuntut auditori untuk menghimpuni bukti yangi lebih banyak. 

Semakinirendah tingkati risiko auditiyang dapatiditerimaiauditor, semakin 

banyakibukti auditiyangidiperlukan. 

c. Faktor-FaktoriEkonomi 

Auditorimemilih keterbatasanisumber dayaiyang digunakaniuntuk 

memperolehibukti yangidigunakan sebagaiidasar yangimemadaiiuntuk 

memberikani pendapat atasi kewajaran laporanikeuangan. Pelaksanaan 
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auditimenghadapii kendala waktuidan biayaidalam menghimpunibukti. 

Auditori harus memperhitugkani apakah setiapi tambahan biayaidan waktu  

untukimenghimpun buktiiseimbang denganikeuntungan atauimanfaat yang 

diperolehimelalui kuantitasidan kualitan buktiiyang dihimpun. 

d. Ukuranidan KarakteristikiPopulasi 

Auditor tidakimungkin menghimpunidan mengevaluasiiseluruh buktiiyang 

adaiuntuk mendukungipendapatnya. Hal tersebutisangat tidak efisien. 

Pengumpulan buktiiaudit pemeriksaan terhadap buktiiaudit dilakukan atas 

dasarisampling. 

2.5.1 Kompetensii Bukti 

Untuk dapatidikatakan kompeten, buktiiaudit terlepas bentuknya, harus 

sahidanirelevan. Keabsahan sangat tergantungiatas keadaan yangiberkaitan 

dengan pemerolehanibukti tersebut. Denganidemikian penarikanikesimpulan 

secara umum mengenai dapatidiandalkannya berbagai macamibukti audit, 

tergantung padaipengecualian penting yang ada. Namun, jika pengecualianiyang 

penting dapatidiketahui, anggapaniberikut ini mengenaiikeabsahan bukti audit 

dalamiaudit, meskipun satu sama lainitidak bersifat salingimeniadakan, dapat 

bermanfaat Agoes (2014): 

1. Apabila buktiidapat diperoleh dari pihak independen diluar perusahaan, untuk 

tujuaniaudit auditoriindependen, buktiitersebut memberikanijaminan 

keandalaniyang lebihidaripada buktiiyang diperolehidari dalam perusahaan 

ituisendiri. 
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2. Semakin efektifipengendalian intern, semakinibesar jaminaniyang diberikan 

mengenaiikeandalanidata akuntansiidan laporanikeuangan. 

3. Pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui 

inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih bersifat 

menyimpulkan dibandingkan dengan yang diperoleh secara tidak langsung. 

Kompetensiiatau reliabilitas bahani bukti yang berupai catatan akuntansi 

berkaitan erat dengan efektivitasi pengendalian internal klien. Semakini efektif 

pengendaliam intern klien, semakin kompetem catatan akuntansiiyang dihasilkan. 

Kompetensiibukti yang berupa informasiipenguat tergantungipada beberapa 

faktor, yaitu Agoes (2014): 

1. Relevansii 

Bukti yang relevaniadalah buktiiyang tepat digunakaniuntuk suatuimaksud 

tertentu.  

2. Sumber 

Buktiiyang diperolehi auditor secara langsungi dengan pihak luariperusahaan 

yang independenimerupakan bukti yangi paling dapat dipercaya. Bukti 

semacamiini memberikani tingkat keyakinan keandalam yang lebihi besar 

daripada yang dihasilkanidan diperoleh dari dalam perusahaan. 

3. Ketepatani Waktu 

Kriterian ini berhubunganidengan tanggali pemakaiani bukti tersebut. 

Ketepataniwaktu sangat pentingi terutama dalam verifikasiiaktivailancar, utang 

lancar, dan rekeningi laporan rugiilaba terkait karenaihasilnya digunakaniuntuk 

mengetahuiiapakah cut off telahidilakukan secaraitepat. 
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4. Objektifitas 

Bukti yang objektifilebih dapatidipercaya dan kompetenidaripada bukti 

subjektif. Dalam menelaahibukti subjektif, seperti estimasiimanajemen, auditor 

harus mempertimbangkanikualifikasi dan integritasiindividu pembuat estimasi, 

dan menentukaniketepatan prosesipembuatan keputusan dalamimembuat 

judgment. 

2.5.2 Jenis Bukti Audit 

Menurut Sawyer (2012) adapun jenis bukti audit adalah sebagai berikut: 

1. Struktur Pengendalian Intern 

Struktur pengendalian intern dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan 

dapat dipercayainya data akuntansi. Kuatidan lemahnya strukturipengendalian 

intern merupakaniindikator utamaiuntuk menentukanijumlah buktiiyang 

harus dikumpulkan. Oleh karena itu, struktur penendalian intern merupakan 

bukti yang kuat untuk menentukan dapat atau tidaknya informasi keuangan 

dapat dipercaya. 

 

2. Bukti Fisik 

Bukti fisik merupakan jenis bukti yang paling bisa dipercaya. Bukti fisik 

diperoleh melalui prosedur auditing yang berupa inspeksi, perhitungan, dan 

observasi. Pada umumnya, biaya dalam memperoleh bukti fisik sangat tinggi. 

Bukti fisik berkaitan erat dengan asersi keberadaan dan keterjadian, 

kelengkapan dan penilian atau alokasi. 
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3. Catatan Akuntansi 

Catatan akuntansi seperti jurnal dan buku besar merupakan sumber data untuk 

membuat laporan keuangan. Oleh karenaiitu, bukti catataniakuntansi 

merupakaniobjek yang diperiksa dalam auditilaporan keuangan. Ini bukan 

berartiicatatan akuntansi merupakan objekiaudit. Objekiaudit adalah laporan 

keuangan. Tingkat dapat dipercayainya catatan akuntansi tergantung kuat 

lemahnya struktur pengendalian intern. 

4. Konfirmasi 

Konfirmasiimerupakan proses pemerolehanidan penilaianisuatu komunikasi 

langsung dari pihakiketiga sebagai jawabaniatas permintaan informasi tentang 

unsur tertentu yang berdampak terhadap asersiilaporan keuangan. Konfirmasi 

merupakanibukti yang langsungidan tertulis. Konfirmasiisangat banyak 

menghabiskaniwaktu dan biaya. Konfirmasi sangat banyakimenghabiskan 

waktu danibiaya. Ada tigaijenis konfirmasi: 

a. Konfirmasiipositif, merupakan konfirmasi yangirespondennya diminta 

untuk menyatakanipersetujuan atau penolakaniterhadap informasiiyang 

dinyatakan. 

b. Blank confirmation, merupakan konfirmasi yang respondennya diminta 

untuk mengisikan saldo atau informasi lain sebagai jawaban atas suatu hal 

yang dinyatakan. 

c. Konfirmasi negatif, merupakan konfirmasi yang respondennya diminta 

untuk memberikan jawaban hanya jika ia menyatakan ketidaksetujuannya 

terhadap informasi yang dinyatakan. 
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5. Bukti Dokumenter 

Bukti dokumenter merupakan bukti yang penting dalam audit. Menurut 

sumber dan tingkat kepercayaan bukti, bukti dokumenter dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar dan dikirim kepada auditor 

secara langsung. 

b. Bukti dokumenter yang dibuat pihak luar dan dikirim kepada auditor 

melalui klien. 

c. Bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan oleh klien. Bukti dokumenter 

meliputi notulen rapat, faktur penjualan, rekening koran, bank, dan 

bermacam-macam kontrak. Reliabilitas bukti dokumenter tergantung 

sumber dokumenter tergantung sumber dokumen, cara memperoleh bukti, 

dan sifat dokumen itu sendiri. Sifat dokumen mengacu tingkat 

kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan 

kecacatan dokumen. 

6. Bukti Surat Pernyataan Tertulis 

Surat pernyataan tertulis merupakan pernyataan yang ditandatangani seorang 

individu yang bertanggungjawab dan berpengetahuan mengenai rekening 

kondisi atau kejadian tertentu. Bukti suatu pernyataan tertulis dapat berasal 

dari manajemen atau organisasi klien maupun sumber eksternal termasuk 

bukti dari spesialis.  

7. Perhitungan Kembali sebagai Bukti Matematis 

Bukti matematis diperoleh auditor melelui perhitungan kembali oleh auditor. 

Perhitungan yang dilakukan oleh auditor merupakan bukti audit yang bersifat 
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kuantitatif dan matematis. Bukti ini dapat digunakan untuk membuktikan 

ketelitian klien. Perhitungan tersebut misalnya: 

a. Footing untuk meneliti penjumlahan vertikal 

b. Croos-footing untuk meneliti penjumlahan horizontal 

c. Perhitungan depresiasi 

Bukti matematis dapatidiperolehi dari tugas rutin seperti penjumlahan total 

saldo, dan perhitungan kembali yang rumit seperti perhitungan kembali 

anuitas obligasi. Bukti matematis menghasilkan bukti yang handal untuk 

asersi penilaian atau pengalokasian dengan biaya murah. 

8. Bukti Lisan 

Auditor dalam pelaksanaan tugasnya banyak berhubungan dengan manusia, 

sehinggan mereka mempunyai banyak kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan lisan. Masalah yang ditanyakan meliputi kebijakan akuntansi, 

lokasi dokumen dan catatan, pelaksanaan prosedur akuntansi yang tidak 

lazim, kemungkinan adanya utang bersyarat maupun piutang yang sudah 

lama tidak tertagih. Jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan merupakan 

bukti lisan. Bukti lisan harus dicatat dalam kertas kerja audit. Bukti ini dapat 

menghasilkan bukti yang berkaitan dengan semua asersi. 

9. Bukti Analitis dan Perbandingan 

Bukti analitis mencakup penggunaan rasio dan perbandingan data klien 

dengan anggaran atau standar prestasi, trend industry dan kondisi ekonomi 

umum. Bukti analitis menghasilkan dasar untuk menentukan  kewajaran suatu 

pos-pos dalam laporan keuangan. Keandalan bukti analitis sangat tergantung 

pada relevansi data pembanding. Bukti analitis berkaitan serta dengan  asersi 
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keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, dan penilaian atau pengalokasian. 

Bukti analitis meliputi pebandingan atas pos-pos tertentu antara laporan 

keungan tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. 

Perbandingan ini dilakukan untuk meneliti adanya perubahan yang terjadi dan 

untuk menilai penyebabnya. 

10. Penilaian Bukti 

Dalam menilai bukti audit, auditor harus mempertimbangkan apakah tujuan 

audit tertentu telah tercapai. Auditor harus secara mendalam mencari bukti 

audit dan tidak memihak dalam mengevaluasinya. 

2.6 Korupsi dan Fraud 

2.6.1 Korupsi 

Definisi korupsi dalam akuntansi tidak djelaskan secara khusus, dalam 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terdapat penjelasan tentang kekeliruan dan 

ketidakberesan. Yang membedakan keduanya yaitu pada faktor kesengajaan, bila 

kekeliruan dilakukan dengan tidak sengaja, sedangkan ketidakberesan merupakan 

kesengajaan. Dalam hukumipidana definisi korupsiiadalah perbuataniburuk 

seperti penggelapaniuang, penerimaaniuang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus 

UmumiBahasa Indonesia, korupsiidiartikan suatuihal yangiburuk dengan 

bermacai ragam artinya bervariasi menurutiwaktu tempat danibangsa. Menurut 

EncyclopediaiAmerican Korupsii adalah melakukanitindak pidana memperkaya 

dirii sendiri yang secara langsungi atau tidak langsung merugikanikeuangan atau 

perekonomianinegara. 
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Definisi korupsi diatas mengidentifiksikan adanya penyimpanganidari 

pegawaiipublic (public officials) dari norma-norma yang diterimaidan dianut 

masyarakatidengan tujuaniuntuk mendapatkan keuntungan pribadi (serve private 

ends). Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk 

kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hokum dalam 

rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling 

mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada 

penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. 

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau 

amanah secara melawan hokum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat 

pribadi dana tau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.  

Dari beberapa definisi tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat pada 

korupsi yaitu : 

1. Tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau 

masyarakat.  

2. Melawan norma-norma yang sah dan berlaku. 

3. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada 

dirinya. 

4. Demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga 

instansi tertentu. 

5. Merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. 
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Upaya pemberantasanikorupsi adalah bagianidari akuntabilitas social, dalam 

artian tidak hanyaitanggung jawab milikipemerintah dan lembagailainnya. Akan 

tetapiiperan sertaimasyarakat adalahiyang palingiurgen dalamimencegah dan 

memberants korupsi. Oleh sebab itu, perlu adanya paradigma baru yang 

merupakan perubahan paradigma kearah yang lebih baik dan komprehensif dalam 

memahami upaya pemberantasan korupsi. 

2.6.2 Fraud 

Bologna dan Lindquist (1987:5) mengatakan bahwa fraud memiliki 

banyak arti. Pengertian fraud berbeda tergantung dari sudut pandang mana 

mengartikannya, antara lain yakni Fraud merupakan adalah sebuah istilah umum 

dan melingkpi berbagai arti yang mampu dipikirkan oleh manusia, yang dipilih 

oleh seorang individu untuk memperoleh keuntungan lebih dari penggambaran 

yang keliru. Tidak ada peraturan tertentu dan yang selalu dapat ditentukan sebagai 

dalil umum dalam pendefinisian fraud, sebagaimana fraud meliputi unsur kejutan, 

trik, kelicikan, dan jalan yang curang oleh orang yang melakukan tipuan lain. 

Dalam melakukan kecurangan, seseorang mempunyai motivasi yang 

berbeda. Terdapat 4 kategori utama yang merupakan motivasi untuk melakukan 

kecurangan (Bologna, 1989): 

a. Ekonomis 

Motivasi ekonomis merupakan motivasi paling umum, yang merupakan alasan 

utama bagi seseorang yang ingin atau membutuhkan uang yag lebih.  
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b. Egosentris 

Motivasi egosentris merupakan criminal yang menginginkan lebih banyak 

prestise, pengakuan, status social, atau politis yang lebih tinggi, atau bahkan 

promosi kerja 

c. Idiologis 

Motivasi idiologis berarti merasa hidupnya secara moral lebih tinggi daripada 

korban, atau merasa diekloitasi, disalahgunakan, didiskriminasi oleh korban 

d. Psikotis 

Motivasi psikotis bersifat merusak karena tidak sehat, merasa berhasil kalau 

dapat menaklukan system 

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan 

kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan 

menyampaikan complain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini 

kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian 

atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristiknya (Red flag). Orang-orang 

yang menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana pada umumnya 

mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Memiliki hutang pribadi 

b. Gaya hidup yang mahal 

c. Gemar berjudi yang intensif 

d. Pengguna alcohol atau obat keras yang berlebihan 

e. Memiliki masalah pribadi atau keluarga yang signifikan 
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Cakupan definisi dari fraud cukup luas dan dapat dikatakan pada dasarnya 

korupsi merupakan bagian dari fraud. Persamaan dari keduanya adalah : 

a. Adanya perbuatan melawan hukum 

b. Yang dilakukan dengan kesengajaan untuk tujuan tertentu, misalnya menipu. 

c. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan 

d. Secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain 

e. Dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan 

Satu hal yang menspesifikkan korupsi dari fraud yaitu tindakan seseorang 

dengan cara menipu, menyelewengkan secara sengaja dengan tujuan untuk 

memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini peneliti paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai 

dasar dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan akuntansi forensik, 

yaitu: 

Tabel 2.1. Rangkuman Penelitian Terdahulu 

No 

Nama & Tahun 

Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Recky Vincent 

Oktaviano,L 

Wuysang Grace & 

Nangoi Winston 

Pontoh (2016) 

Analisis Penerapan Akuntansi 

Forensik Dan Audit Investigatif 

Terhadap Pencegahan Dan 

Pengungkapan Fraud Dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pada Perwakilan Bpkp Provinsi 

Sulawesi Utara 

Hasil penelitian dan analisis 

menyatakan bahwa akuntansi 

forensik dapat diterapkan dan 

berfungsi efektif untuk 

diterapkan pada pencegahan 

kecurangan (preventif) dalam 

pengelolaan keuangan daerah 

melalui FCP, SPIP dan SIMDA. 

2 Anggun Indah 

Permatasari, 

Pujiyono, Henny 

Juliani (2016) 

Peran Badan Pengawasan 

Keuangan Dan Pembangunan 

(BPKP) Dalam Penyelesaian 

Kasus Tindak Pidana Korupsi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahywa dalam melaksanaan 

perannya sebagaiipengawas, 

BPKPiperwakilan ProvinsiJawa 

Tengah iniimengadakan 
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Di Provinsi Jawa Tengah kerjasamaidengan Aparat 

Penegak Hukum, APH ini dapat 

meminta bantuan BPKP untuk 

melakukan audit investigasi, 

bantuan penghitungan kerugian 

negara danibantuan keterangan 

ahli, terhadap kasus dugaan 

tindak pidana korupsi Dana 

BantuaniKontingensi di Kota 

Semarang, dugaan tindak pidana 

korupsi dalam pemeliharaan 

Jalan SulangSumber-Kaliori 

KabupateniRembang dan 

dugaan kasus tindak pidana 

korupsiipekerjaan peningkatan 

Jalan Karangjambu-Guci, tidak 

ada hambatan dalam 

penangananikasus-kasus 

tersebut. 

3 I Dewa Nyoman 

Wiratmaja (2010) 

Akuntansi Forensik Dalam Upaya 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

Akuntansi forensikmerupakan 

formulasi yang dapat 

dikembangkan  sebagai  strategi 

preventif, detektif dan  persuasif 

melalui  penerapan  prosedur  

audit forensik  dan  audit  

investigatif  

yangbersifatlitigation  

suportuntuk  menghasilkan  

temuan dan bukti yang  dapat  

digunakan  dalam  proses 

pengambilan  putusan di 

pengadilan. 

4 Hadi Tuasikal (2017) Akutansi Forensik Dalam Upaya 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pendekatan strategi dalam upaya 

pemberantasan korupsi itu ada 

yang bersifat preventif, bersifat 

detektif dan ada yang bersifat 

represif. 

5 Uminah Hakim 

(2014) 

Eksistensi Akuntansi Forensik 

Dalam Penyidikan Dan 

Pembuktian Pidana Korupsi 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwaperanakuntansi forensik 

dalam penyidikan adalah untuk 

mendeteksi adanya kerugian   
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keuangan   negara   serta 

menghitung jumlah   kerugian   

keuangan   negara 

6 RozmitaiDewi, 

YuniartiiRozali dan 

Citra Ferninda 

Darliana 

(2015) 

TeknikiAudit 

Investgatif Dalam Pengungkapan 

MoneyiLaundering Berdasarkan 

Perspektifi Akuntan 

Forensiki 

Akuntan forensikidalam 

melaksanakan tugasnya 

untuk mengungkp kasus money 

launderingimelalui beberapa 

tahapan. Tahapan-tahapan itu 

adalahipredication, perumusan 

hipotesis, data gathering, 

pengujianikeandalan data, 

analisis data, pemanggilan, 

wawancaraidan interogasi, 

perhitungn kerugian serta 

laporan hasil temuan audit 

investigatif. Di dalam proses 

investigasinya, akuntan forensik 

menerapkan 

berbagai teknik audit 

investigatif. 

7 Rika Lidyah (2016) Korupsi dan Akuntansi Forensik Hasil dari penelitian tersebut di 

peroleh bahwa akuntansi 

forensik dapat mendeteksi 

penyebab 

terjadinya kecurangan, serta 

dapat menemukan petunjuk 

awal, Akuntansi forensik 

melakukan 

pemeriksaan dari dalamidan 

menggunakanipendekatan 

proseduraliaudit. Sehingga lebih 

mudahimendeteksi daripada 

penyelidikan oleh kepolisian. 

8 Ifanatul Khasanah 

(2016) 

Analisa Kerugian Negara Dengan 

Penerapan Audit Investigasi Pada 

Indikasi Kecurangan Distribusi 

Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten 

X Dengan Analisis Fraud Triangl 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 

teridentifikasi fraud pada 

PendataaniRencana Defenitif 

KebutuhaniKelompok (RDKK) 

dan lemahnya pengawasan dan 

ketidaktahuan masyarakat 

tentang mekanismeipengadaan 

pupuk bersubsidi. Setelah 

melakukaniaudit investigasi 

dapatdiketahui pelaku-pelaku 

fraud 
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dalam mekanisme pupuk 

bersubsidi. Aspek permasalahan 

yang terdapat indikasi 

kecurangan, indikasi-indikasi 

tersebut semuanya 

mengandung unsur fraud 

triangle. 

9 Gresi Hariyanti 

(2016) 

Peran Ilmu Audit 

Forensik Dalam Menangani 

Kasus Korupsi Pengadaan 

Alat Simulator Surat Izin 

Mengemudi (Sim) 

Hasil penelitian tersebut 

diperoleh bahwa menunjukkan 

bahwa ilmu audit forensik, 

mampu membantu pemerintah 

dalam menangani kasus 

korupsi yang terjadi di 

Indonesia 

10 Made Dudy 

Satyawan dan 

Khusna 

(2017) 

Mengungkap Korupsi Melalui 

Bukti Audit Menjadi Bukti 

Menurut Hukum 

Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa LHPKKN tidak serta 

merta dapat diyakini oleh hakim 

karena merupakan salah satu 

alat dan bukan satu-satunya 

bukti yang digunakan dalam 

menetapkan keputusan tindak 

pidana korupsi. Bukti audit 

tidak semuanya dapat dijadikan 

sebagai bukti hukum. 

 

Adapun kesamaan penelitiannya adalah sama-sama mengkaji 

pengungkapan fraud melalui akuntansi forensik yang dibuktikan oleh bukti audit 

dan bukti akuntansi. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya 

mengkaji pengkungkapan fraud melalui bukti audit dan akuntansi, tetapi peneliti 

juga melakukan penelitian lebih lanjut mulai dari proses penyidikan hingga 

perhitungan kerugian uang negera akibat fraud atau korupsi. 

2.8 Kerangka Berpikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berkaitan dengan berbagai unsur yang telah diidentifikasikan sebagai hal 

yang penting (Sugiyono, 2016:60). Kerangka pikir penelitian dapat dikatakan 
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sebagai rumusan-rumusan masalah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif 

dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan proposisi yang digunakan untuk 

memudahkan seorang peneliti dalam merumuskan tahapan-tahapan penelitiannya.  

Identifikasi penelitian yang permulaan dijelaskan adalah pendekatan 

terhadap tindak pidana korupsi, akuntansi forensik dan pengungkapan tindak 

pidana korupsi melalui bukti audit dan bukti akuntansi. Penelitian ini mengkaji 

hal-hal yang berkaitan dengan pengungkapan tindak pidanda korupsi pada pada 

Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. 

Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat. Hal-hal yang dapat 

diidentifikasi dari hasil kajian lapangan antara lain seperti: kronolgis terjadikan 

tindakipidanaikorupsi, analisis pengungkapan tindakipidana korupsiimelalui bukti 

akuntansi dan bukti audit serta analisis yuridis atas terjadinya tindak pidana 

korupsi tersebut. Penelitian didukung oleh kajian teori yang relevan terkait dengan 

akuntansi forensik. Alat analisis yang digunakan untuk mengungkap terjadinya 

tindak pidana korupsi adalah Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peneliti mengolah data-data yang didapat 

dari hasil penelitian yang kemudian dipapar-kan dalam hasil dan pembahasan. 

Peneliti menyimpulkan hasil penelitian untuk menjawab fokus permasalahan 

dalam penelitian.  

Mereduksi kembali daripada berbagai argumentasi, narasi, pendekatan 

teoritis dan pendekatan praktis yang dikemukakan di atas, maka pendekatan 

dalam kerangka penelitian menempatkan pada fokus penelitian sebagai 

identifikasi masalah dengan judul “Analisis Bukti Audit Dan Bukti Akuntansi 

Untuk Mengungkap Kasus Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit 
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Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat” ilustrasi sebagai kerangka 

pikir penelitian dapat dijelaskan dengan pendekatan gambar 2.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Analisis Bukti Audit Dan Bukti Akuntansi Untuk Mengungkap Kasus Korupsi Proyek 

Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat 

Bagaimanakah pengungkapan kasus korupsi pada proyek pengembangan jalan simpang 

harapan 2 di Kec. Bongan Kab. Kutai Barat melalui bukti akuntansi dan bukti audit? 

Kajian Teori 

1. Teori Gone 

2. Teori Perilaku Terencana 

3. Akuntansi Forensik 

4. Bukti Audit 

5. Bukti Akuntansi 

Kajian Empiris 

1. Recky Vincent Oktaviano,L 

Wuysang Grace & Nangoi 

Winston Pontoh (2016) 

2. Anggun Indah Permatasari, 

Pujiyono, Henny Juliani (2016) 

3. I Dewa Nyoman Wiratmaja 

(2010) 

4. Hadi Tuasikal (2017) 

5. Uminah Hakim (2014) 

6. Rozmita Dewi, Yuniarti Rozali 

dan Citra Ferninda Darliana 

(2015) 

7. Rika Lidyah (2016) 

8. Ifanatul Khasanah (2016) 

9. Gresi Hariyanti (2016)  

10. Made Dudy Satyawan dan 

Khusna (2017) 

 

Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Hasil 

Simpulan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Definisi Operasional 

Sujarweni (2015:77) definisi operasional adalah variabel penelitian 

dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan 

analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana. Definisi 

operasional ini akan diberikan gambaran secara jelas mengenai indikator-indikator 

yang digunakan sebagai variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 

Batasan-batasan dariivariabel yang dibahasidalam penulisan ini telah 

dikemukakan secaraiteoritis dan selanjutnya untukimempermudah dan 

memperjelasipengertian dan batasanitersebut, maka diperlukanipenjabaran dalam 

bentuk operasionalisebagai berikut ini: 

1. Bukti Akuntansi 

Bukti akuntansi merupakan sebuah dokumen penting bagi setiap organisasi 

ataupun perusahaan yang melakukan sebuah transaksi. Fungsi bukti akuntansi 

sendiri ialah sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan oleh 

sebuah organisasi maupun perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi, setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan keuangan dapat 

didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara akuntansi.  

Berdasarkan bukti akuntansi metode yang digunakan dalam perhitungan 

kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan status sumber dana 
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b. Menentukan jumlah dana yang dibayarkan 

c. Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan (berdasarkan hasil perhitungan 

kuantitas dan kualitas oleh ahli konstruksi) 

d. Menghitung kerugian keuangan negara yaitu selisih antara jumlah dana yang 

dibayarkan kepada rekanan dengan nilai realisasi fisik pekerjaan  

Prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara 

sebagai berikut : 

a. Melakukan penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan 

sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara 

b. Atas data/bukti/dokumen tersebut, dilakukan pengujian dan analisis, serta 

membandingkan dengan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli konstruksi 

c. Melakukan penelaahan terhadap berita acara hasil pemeriksaan hasil 

penyidikan dari kepolisian  

d. Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar 

e. Atas data/bukti/dokumen tersebut, dilakukan penghitungan kerugian keuangan 

negara dan menuangkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam 

laporan hasil audit. 

  

2. Bukti Audit 

Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan 

pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti audit. Ukuran keabsahan (validity) bukti tersebut untuk tujuan 

audit tergantung pada pertimbangan auditor independen, dalam hal ini bukti audit 
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(audit evidence). Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan 

yang ditarik oleh auditorindependen dalam rangka memberikan pendapat atas 

laporan keuangan auditan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan 

keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya 

berpengaruh terhadap kompetensi bukti.  

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Adapun jenis penelitian dan sumber data, yakni: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif, hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat tersusun secara 

sistematis dan dapat dianalisis secara baik gambaran tentang analisis bukti 

audit dan bukti akuntansi untuk mengungkap kasus korupsi proyek 

peningkatan jalan simpang bukit harapan 2 kecamatan Bongan kabupaten 

Kutai Barat. 

2. Sumber Data 

Sumber data utamaidalam penelitian kualitatif adalah kata-kataidan tindakan, 

selebihnyaiadalah dataitambahan sepertiidokumen danilain-lain. Namun untuk 

melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer 

dan sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, 

wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer 

merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan 
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atau sumber langsung. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Reserse Kriminal Khusus. 

 

b. Data sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data 

primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, bukti, majalah, koran, 

arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada 

penelitian ini. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk 

mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang 

nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang 

mempunyai tingkat validitas yang tinggi. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik ipengumpulan idata iyang idigunakan ipada ipenelitian iini iyaitu 

iteknik ipenelitian ilapangan i(Field iWork iResearch). iPenelitian ilapangan 

iadalah iteknik ipenelitian ilangsung ipada iobjek ipermasalahan idengan 

imengumpulkan idata-data iyang idiperlukan idengan imenggunakan iteknik 

isebagai iberikut: i 

1. Wawancara 

Wawancara iadalah isalah isatu iteknis ipengumpulan idata iyang ilain 

iSugiyono i(2009: i325). iWawancara imerupakan ipercakapan iyang 

idilakukan ioleh idua ibelah ipihak, iyaitu ipewawancara iyang imengajukan 

ipertanyaan idan iyang idiwawancara iyang imemberikan ijawaban iatas 

ipertanyaan iyang idiajukan. iPelakasanaan iwawancara iini idapat 
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idilakukan isecara ilangsung iberhadapan idengan iyang idiwawancarai, 

itetapi idapat ijuga isecara itidak ilangsung iseperti imemberikan idaftar 

ipertanyaan iuntuk idijawab iuntuk ikesempatan ilain. 

2. Observasi 

Observasi imerupakan isalah isatu iteknik ipengumpulan idata 

imelalui ipengamatan iyang imelibatkan isemua ipanca iindra iseperti, 

ipenglihatan, ipenciuman, ipembau, idan iperasa. i 

3. Studi iDokumentasi 

Sugiyono i(2009: i329) imenjelaskan ibahwa i“dokumen imerupakan 

icatatan iperistiwa iyang isudah iberlalu. iDokumen ibisa iberbentuk 

itulisan, igambar, iatau ikarya-karya imonumental idari iseseorang.” iStudi 

idokumentasi imerupakan isuatu iteknik ipengumpulan idata idengan icara 

imempelajari idokumen iuntuk imendapatkan idata iatau iinformasi iyang 

iberhubungan idengan imasalah iyang iditeliti. 

3.4 Informan Penelitian 

Teknik ipenentuan iinforman iyang idilakukan ioleh ipeneliti idalam 

ipenelitian iini iadalah iteknik ipurposive isampling. iTeknik ipurposive isampling 

iadalah iteknik ipengambilan isampel isumber idata idengan ipertimbangan 

itertentu iSugiyono i(2016). 

Informan i(narasumber) ipenelitian iadalah iseseorang iyang imemiliki 

iinformasi imengenai iobjek ipenelitian itersebut. iInforman idalam ipenelitian iini 

iyaitu iberasal idari idari iwawancara ilangsung iyang idisebut isebagai 

inarasumber. iDalam ipenelitian iini imenentukan iinforman idengan 



52 

 

 

imenggunakan iteknik ipurposive, iyaitu idipilih idengan ipertimbangan idan 

itujuan itertentu, iyang ibenar-benar imenguasai isuatu iobjek iyang ipeneliti 

iteliti.Purposive isampling iadalah iteknik ipengambilan isampel isumber idata 

idengan ipertimbangan itertentu iSugiyono i(2016). iPertimbangan itertentu iini, 

imisalnya iorang itersebut iyang idianggap ipaling itahu itentang iapa iyang ikita 

iharapkan, iatau imungkin idia isebagai ipenguasa isehingga imemudahkan 

ipeneliti imenjelajahi iobjek/situasi isosial iyang iditeliti iSugiyono i(2016). 

Peneliti iberalasan imenggunakan ipurposive isampling iyaitu iuntuk ime-

ngumpulkan isuatu idata iyang ibenar-benar ireal iatau inyata idengan 

imewawancarai iseorang iinforman iyang idianggap imengetahui iatau imenguasai 

isuatu ikeahlian iatau ipekerjaan itertentu idibidangnya. iSehingga idari ipurposive 

isampling itersebut iyang ipeneliti igunakan iuntuk ipenelitian iitu iguna 

imempermudah ipengolahan idata iuntuk ikeperluan ipenelitian iitu isendiri. 

Penelitian idilakukan idengan ibeberapa iinforman iahli iyang iberkaitan 

idengan ikasus ikorupsi ipada iProyek iPeningkatan iJalan iSimpang iBukit 

iHarapan i2 iKecamatan iBongan iKab. iKutai iBarat iyang idikerjakan ioleh iPT. 

iBunga iArafat. iInforman ikunci idalam ipenelitian iini imeliputi: iahli ihukum 

ipidana ikorupsi, iahli ikonstruksi, iahli ipengadaan ibarang idan ijasa 

ipemerintah, iahli iPerhitungan iKerugian iKeuangan iNegara, idan iPihak-Pihak 

iyang iterlibat idalam iProyek iPeningkatan iJalan iSimpang iBukit iHarapan i2 

iKecamatan iBongan iKab. iKutai iBarat. 
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3.5 Analisis Data 

Analisis idata ikualitatif idilakukan iapabila idata iempiris iyang idiperoleh 

iadalah idata ikualitatif iberupa ikumpulan iberwujud ikata-kata idan ibukan 

irangkaian iangka iserta itidak idapat idisusun idalam ikategori-kategori/struktur 

iklasifikasi. iData ibisa isaja idikumpulkan idalam ianeka imacam icara 

i(observasi, iwawancara, iintisari idokumen, ipita irekaman) idan ibiasanya 

idiproses iterlebih idahulu isebelum isiap idigunakan i(melalui ipencatatan, 

ipengetikan, ipenyuntingan, iatau ialih-tulis), itetapi ianalisis ikualitatif itetap 

imenggunakan ikata-kata iyang ibiasanya idisusun ike idalam iteks iyang 

idiperluas, idan itidak imenggunakan iperhitungan imatematis iatau istatistika 

isebagai ialat ibantu ianalisis. 

Pada ijenis ipenelitian ikualitatif iini, ipengolahan idata itidak iharus 

idilakukan isetelah idata iterkumpul iatau ipengolahan idata iselesai. iDalam ihal 

iini, idata isementara iyang iterkumpulkan, idata iyang isudah iada idapat idiolah 

idan idilakukan ianalisis idata isecara ibersamaan. iAnalisis idata iadalah iupaya 

iyang idilakukan idengan ijalan ibekerja idengan idata, imengorganisasikan idata, 

imemilah-milahnya imenjadi isatuan iyang idapat idikelola, imensintesiskannya, 

imencari idan imenemukan ipola, imenemu-kan iapa iyang ipenting idan iapa 

iyang idipelajari, idan imemutuskan iapa iyang idapat idiceritakan ikepada iorang 

ilain iMoeleng i(2007). 

Adapun iteknik ianalisis idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini 

iyaitu iteknik ianalisis idata imenurut iMiles & Huberman (1992). i 
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1. Pengumpulan idata, iyaitu imengumpulkan idata isekuder idari iberbagai 

isumber i iyang idipandang itepat idan iuntuk imenentukan ifokus iserta 

ipendalaman idata ipada iproses ipengumpulan idata iberikutnya. i 

2. Reduksi idata, iyaitu isebagai iproses iseleksi, ipemfokusan, ipengabstrakan, 

itransformasi idata iyang iada. 

3. Penyajian idata, iyaitu irangkaian iorganisasi iinformasi iyang imemungkinkan 

ipenelitian idilakukan. iPenyajian idata idiperoleh iberbagai ijenis, ijaringan 

ikerja, iketerkaitan ikegiatan iatau itabel. i 

4. Penarikan ikesimpulan, iyaitu idalam ipengumpulan idata, ipeneliti iharus 

imengerti idan itanggap iterhadap isesuatu iyang iditeliti idengan imenyusun 

ipola-pola ipengarahan idan isebab iakibat. 

Alat ianalisis iyang idigunakan idalam ipenelitan iini iadalah iUndang-

undang iRI iNo.20 iTahun i2001 itentang iPemberantasan iTindak iPidana 

iKorupsi. iDalam iilmu ihukum ipidana, isuatu iperbuatan idapat idikategorikan 

isuatu iperbuatan itindak ipidana iapabila itelah imemenuhi iunsur-unsur itindak 

ipidana i(strafbaar ifeit) iyaitu ipertama, iadanya iperbuatan imanusia i(positif 

iatau inegative, iberbuat iatau itidak iberbuat iatau imembiarkan, isengaja iatau 

itidak idisengaja). ikedua, iadanya iancaman ipidana idalam irumusan iPerundang- 

iUndangan i(statbaar igesteld) isebagai isyarat iFormal. iKetiga, ibersifat 

iMelawan ihukum i(onrechtmatig) isebagai isyarat iMateril. iJadi isebagai 

icontoh, isalah isatu ibentuk itindak ipidana ikorupsi iterkait ikeuangan iNegara 

isebagaimana idiatur idalam iPasal i2 idan i3 iUndang-Undang iTindak ipidana 
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iKorupsi iadalah iapabila imemenuhi iunsur-unsur idalam iPasal-Pasal itersebut 

iyaitu isebagai iberikut i: 

a. Adanya iperbuatan imelawan ihukum 

b. Adanya ipenyalahgunaan ikewenangan, ikesempatan, iatau isarana 

c. Memperkaya idiri isendiri, iorang ilain, iatau ikorporasi 

d. Merugikan ikeuangan inegara iatau iperekonomian inegara 

Selain iitu ialat ianalisis iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iyakni 

iPeraturan iPresiden iNomor i16 iTahun i2018 itentang iPengadaan iBarang/Jasa 

iPemerintah. iPengadaan iBarang/Jasa iPemerintah iadalah ikegiatan ipengadaan 

ibarang/jasa ioleh iKementrian/Lembaga/Perangkat iDaerah iyang idi ibiayai ioleh 

iAnggaran iPendapatan iBelanja iNegara/Anggaran iPendapatan iBelanja iDaerah 

i(APBN/APBD) iyang iprosesnya isejak iidentifikasi ikebutuhan, isampai idengan 

iserah iterima ihasil ipekerjaan. iPengadaan iBarang/Jasa iPemerintah 

imempunyai iperan ipenting idalam ipelaksanaan ipembangunan inasional iuntuk 

ipeningkatan ipelayanan ipublik idan ipengembangan iperekonomian inasional 

idan idaerah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan 

Timur. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Sendawar. iKabupaten iKutai 

iBarat iini ijuga imerupakan ipemekaran idari iwilayah ikabupaten ikutai iyang 

itelah iditetapkan iberdasarkan iUU. iNomor i47 iTahun i1999 itentang 

iPembentukan ikabupaten iNunukan, iKabupaten iMalinau, iKabupaten iKutai 

iBarat, iKabupaten iKutaiTimur, idan iKota iBontang. Kabupaten Kutai Barat 

memiliki 16 kecamatan salah satunya yaitu kecamatan Bongan yang memiliki 

wilayah seluas 2.274,7 Km2 dan jumlah penduduk sekitar 10.762 jiwa.  

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta 

percepatan penanggulangan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi oleh 

pemerintah kabupaten Kutai Barat khususnya pada Jalan Simpang Bukit Harapan 

2 Kecamatan Bongan, maka ketersediaan prasarana jalan yang memadai 

merupakan salah satu faktor yang menentukan. Hal yang demikian perlu 

mendapatkan perhatian khusus, terutama dari aspek penyediaan prasarana jalan 

mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bongan masih jauh 

tertinggal dibandingkan dengan kecamatan lain di kabupaten kutai barat. 

Tujuan utama peningkatan pada Jalan Simpang Bukit Harapan 2 

Kecamatan Bongan adalah untuk terwujudnya  prasarana infrastruktur jalan 

Kabupaten dan jalan poros yang memadai melalui pembangunan dan peningkatan 

infrastruktur jalan yang aman dan nyaman. Selain itu juga dapat terwujudnya 
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prasarana infrastruktur jalan yang mantap, layak, dan aman melalui pemeliharaan 

rutin dan berkala prasarana infrastruktur jalan untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi masyarakat. 

 

4.2 Analisis Kasus 

Berdasarkan hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek 

Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai 

Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp.14.291.834.000,- yang 

berasal dari Bantuan Keuangan Prov. Kaltim TA.2014 pada SKPD Dinas PU Kab. 

Kutai Barat. 

Sekitar awal tahun 2014 Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Kubar 

mendapatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(DPA SKPD) TA.2014 Nomor: 1.03.01.15.18.5.2, Organisasi Dinas Pekerjaan 

Umum, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan 

Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan, kemudian sdr. Pilip, ST, MSi 

(Kabid Bina Marga) mengusulkan sdr. Ratam, ST dan sdr. Asrani, MM selaku 

Kepala Dinas PU Kab. Kubar dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk 

ditetapkan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Proyek, setelah PA 

menetapkan sdr. Ratam menjadi PPK pada tanggal 02 Januari 2014, kemudian 

sdr. Pilip, ST, MSi (Kabid Bina Marga) memerintahakan stafnya yaitu 

diantaranya sdr. Ratam, ST (PPK) bersama-sama sdr. Santoni (Kasi Perencanaan) 

untuk melakukan penyusunan Enginer Estimate (EE) dan Owner Estimate (OE) / 

HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Dalam penyusunan EE dan OE/HPS tersebut sdr. 
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Ratam, ST (PPK) dibantu staf Bina Marga sdr. Isdian Eka dan sdr. Asparuddin 

hanya melakukan peninjauan lapangan, memperkiraan lokasi jalan yang akan 

dikerjakan kemudian melakukan pengukuran traselink jalan saja untuk 

menentukan panjang dan lebar jalan yang akan dikerjakan, setelah didapatkan 

perkiraan volume, kemudian sdr. Ratam, ST (PPK) melakukan penyusunan harga 

untuk menentukan besaran EE dan OE/HPS, dalam hal ini sdr. Ratam, ST (PPK) 

tidak melakukan pertimbangan harga survey terhadap agen/distributor/pasar 

setempat dan tidak menggunakan tenaga ahli sebagai konsultan melainkan hanya 

mempertimbangkan HSPK (Harga Satuan Pokok Kabupaten), setelah menyusun 

EE dan OE tersebut, selanjutnya sdr. Ratam, ST selaku PPK dan sdr. Santoni 

(Kasi Perencanaan) menandatangani EE dan OE sebesar Rp.14.616.718.000,- 

(empat belas miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus delapan belas ribu 

rupiah) untuk Paket Pekerjaan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kec. Bongan Kab. 

Kubar. 

Sekitar bulan Januari 2014, mendapatkan informasi tentang adanya Paket 

Pekerjaan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kec. Bongan Kab. Kubar yang akan 

dilelang di LPSE Kab. Kubar, kemudian sdr. Adi Wijaya menghubungi sdr. Rudi 

Hartono dan sdr. Rustam (Direktur PT. Bunga Arafat) dengan maksud meminjam 

perusahaanya PT. Bunga Arafat untuk dipakai mendaftar lelang dengan 

menjanjikan fee sebesar 1,5% , pada saat itu sdr Adi Wijaya juga menyuruh sdr. 

Rudi Hartono dan sdr. Rustam (Direktur PT. Bunga Arafat) untuk menyiapkan 

data-data / profil company PT. Bunga Arafat untuk persiapan mengikuti proses 

lelang di LPSE Kab. Kubar. Selanjutnya setelah adanya pengumuman pembukaan 
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pelelangan sekitar bulan April 2014, sdr. Adi Wijaya menyuruh sdr. Rudi Hartono 

untuk mendaftarkan perusahaannya PT. Bunga Arafat di situs LPSE Kab. Kubar, 

setelah sdr. Rudi Hartono mendaftarkan PT. Bunga Arafat disitus tersebut, sdr. 

Rudi Hartono mendapatkan ID Login dan Password via e-mail untuk masuk ke 

situs LPSE tersebut, namun untuk mendaftarkan perusahaan tersebut dalam 

pelelangan paket proyek Jalan Simpang Harapan 2 tersebut, sdr. Rudi Hartono 

memberikan ID Login dan Password tersebut kepada sdr. Adi Wijaya sehingga 

dirinya dapat mendaftarkan PT. Bunga Arafat sebagai peserta lelang pada peket 

pekerjaan Jalan Simpang Harapan 2 Kec. Bongan tersebut, selanjutnya sdr. Rudi 

Hartono melakukan pen-Scan-an dokumen-dokumen/profil company PT. Bunga 

Arafat kemudian hasil scan nya dikirimkan kepada sdr. Adi Wijaya. 

Selanjutnya pada tanggal 22 April 2014, sdr. Adi Wijaya membuat 

dokumen penawaran a.n. perusahaan PT. Bunga Arafat dengan menggunakan 

nama Direktur Utama sdr. Rustam kemudian memalsukan tandatangannya, 

selanjutnya sdr. Adi Wijaya meng-upload surat penawaran tersebut dan hasil 

scan-an data-data / profil company PT. Bunga Arafat ke situs LPSE Kab. Kubar 

untuk pelelangan paket pekerjaan jalan simpang bukit harapan 2 Kec. Bongan, 

Dalam dokumen penawaran tesebut bahwa tenaga ahli yang dipersyaratkan oleh 

sdr. Adi Wijaya menggunakan nama PT. Bunga Arafat adalah:  

a. Ronis, ST selaku Ahli Madya Pelaksana Jalan. 

b. Riza Dwinanta, ST selaku Ahli Teknik Jalan – Muda. 

c. Ronal Regen Aqino, ST selaku Ahli Madya K3 Konstruksi 

d. Adi Febrianto, ST selaku Ahli Muda Pelaksana Jalan. 
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e. M. Ali Yusni selaku Estimator Biaya Jalan. 

f. Muchamad Syaifudin selaku Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan 

g. Lukman selaku Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan. 

h. Kuncoro selaku selaku Juru Gambar / Drafman – Sipil 

Setelah dilakukan observasi lebih lanjut, telah diketahui bahwa tenaga ahli 

yang dipersyaratkan tersebut adalah fiktip / bukan karyawan PT. Bunga Arafat 

melainkan hanya dipinjam ijazahnya saja untuk dipakai sebagai persyaratan 

administrasi dan teknis untuk memenangkan pelelangan paket pekerjaan 

dimaksud. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak 

Asparuddin sebagai berikut. 

"Saya selaku panitia lelang / ULP tidak melakukan melakukan verifikasi 

terkait dengan kebenaran personel tenaga teknis dan data peralatan 

perusahaan karena waktu tidak memungkinkan untuk melakukan 

verifikasi terhadap peralatan tersebut." 

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa panitia 

lelang tidak melakukan verifikasi terkait dengan kebenaran personel yang 

dilampirkan. Dari hasil observasi juga diketahui jika personel tenaga teknis yang 

dilampirkan oleh PT. Bunga Arafat bukan merupakan karyawan PT. Bunga 

Arafat, maka PT. Bunga Arafat tidak layak dimenangkan sebagai pemenang 

lelang pada proyek peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 kec. Bongan 

Kab. Kubar.  

Pada masa proses pelelangan PT. Bunga Arafat lulus seleksi evaluasi 

administrasi, evaluasi  teknis dan evaluasi harga sehingga panitia lelang 

mengundang Dirut PT. Bunga Arafat yaitu sdr. Rustam untuk diklarifikasi 
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mengenai keaslian dokumen-dokumen profil company PT. Bunga Arafat, 

sehingga dalam masa pembuktian kualifikasi sdr. Adi Wijaya meminta kepada 

sdr. Rudi Hartono dan kakaknya sdr. Rustam menghadiri undangan pembuktian 

kualifikasi tersebut dengan membawa dokumen-dokumen asli/profil company PT. 

Bunga Arafat untuk diklarifikasi oleh panitia lelang, dalam proses pembuktian 

kualifikasi ini panitia lelang / ULP tidak melakukan verifikasi tentang kebenaran 

tim ahli teknis tersebut. Dari keterangan panitia lelang / pejabat pengadaan bahwa 

sdr. Asrani, MM selaku Kepala Dinas PU / Pengguna Anggaran dan sdr. Philip, 

ST, MSi selaku Kabid Bina Marga telah mengarahkan kepada Panitia untuk 

memenangkan PT. Bunga Arafat sebagai pemenang lelang.   

Pada tanggal 2 Mei 2014, Panitia Lelang mengumumkan pemenang lelang 

berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Nomor: 027/10/ULP/POKJA-

JK.D.33/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 dengan calon penyedia PT. Bunga Arafat 

dengan penanggungjawab sdr. Rustam selaku Direktur Utama.  

Setelah pengumuman pemenang lelang, sdr. Adi Wijaya meminta sdr. 

Rustam untuk mengkuasakan pekerjaan tersebut kepadanya dengan menjanjikan 

fee sebesar 1,5% dari nilai kontrak, kemudian sdr. Rustam dan sdr. Rudi Hartono 

menyetujuinya sehingga dibuatkanlah Surat Kuasa Direktur Utama sdr. Rustam 

kepada sdr. Adi Wijaya sehingga dirinya menjadi Kuasa Direkur, namun tanggal 

Surat Kuasa tersebut dibikin mundur sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 6 Mei 

2013 dari Dirut PT. Bunga Arafat sdr. Rustam kepada sdr. Adi Wijaya. Seolah-

olah pekerjaan tersebut baru dikuasakan padahal sejak awal telah terjadi 
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pemufakatan jahat antara para pihak dan sejak awal yang memiliki niat jahat 

adalah sdr. Adi Wijaya.  

Pada tanggal 12 Mei 2014 terbitlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 

Nomor: 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 

antara sdr. Ratam (PPK dari Dinas PU Kab. Kubar) dengan PT. Bunga Arafat, 

sehingga yang menandatangani kontrak tersebut atas nama PT. Bunga Arafat 

adalah sdr. Adi Wijaya selaku Kuasa Direktur; Bahwa spesifikasi / item-item 

pekerjaan adalah sebagai berikut: 

a. Pekerjaan pendahuluan     : Rp.100.784.162,- 

b. Pekerjaan tanah      : Rp.595.258.000,- 

c. Pekerjaan perkerasan berbutir (Agregat kelas B)  : Rp.12.021.129.000,- 

d. Pekerjaan struktur      : Rp.155.405.250,- 

e. Pekerjaan pemeliharaan rutin    : Rp.120.000.000 

Sebelum melakukan pekerjaan fisik sdr. Adi Wijaya bersama sdr. Ratam 

(PPK) melakukan peninjauan lapangan dan mengambil sampel tanah untuk 

dilakukan pengujian di laboratorium Dinas PU Kab. Kubar, setelah dilakukan 

pengujian laboratorium disepakati bahwa rencana mix design Aggregat kelas B 

yang akan di hampar adalah batu pecah dengan campuran tanah lokal dengan 

komposisi Batu Pecah= 55% dengan Tanah Ex Lokal = 45%, pada pengujian di 

laboratorium didapatkan hasil bahwa komposisi tersebut tidak masuk dalam batas 

gradasi sesuai yang dipersyaratkan untuk design Aggregat kelas B. Hal ini 

bertentangan /  tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 

602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, dimana 
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didalam kontrak tersebut bahwa didalam analisa harga satuan Agregat kelas B 

dijelaskan bahwa bahan aggregat kelas B adalah setiap kubiknya mengandung 

Aggregat Kasar dengan koefisien 0,72 m3 dan aggregat halus dengan koefisien 

0,48 m3, hal ini juga diperjelas dalam Spesifikasi Umum yang ada didalam 

kontrak mejelaskan bahwa:  

a. Aggregat iKasar iadalah i iyang ilolos ipada iayakan i4,75 imm iharus iterdiri 

idari ipartikel iatau ipecahan ibatu iyang ikeras idan iawet iyang imemenuhi 

ipersyaratan.  

b. Aggregat iHalus iadalah iyang ilolos ipada iayakan i4,75 imm iharus iterdiri 

idari ipartikel ipasir ialami iatau ibatu ipecah ihalus idan ipartikel ihalus 

ilainnya iyang imemenuhi ipersyaratan. 

Selanjutnya pada awal pelaksanaan pekerjaan fisik setelah dilakukan 

pengukuran lapangan dilakukan addendum kontrak / CCO1 karena pekerjaan 

pematokan dan pengukuran kelebihan pekerjaan lebih panjang dari kontrak 

sehingga nilai kelebihanya dipindahkan ke item pekerjaan timbunan tanah dan 

lapis pondasi agregat B. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik sdr. Adi Wijaya tidak menggunakan 

tenaga ahli yang telah dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan alasan bahwa 

tenaga ahli yang telah dipersyaratkan dalam dokumen lelang hanya dipinjam 

ijazahnya saja sebagai persyaratan agar memenangkan pelelangan. Hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Bapak Asparuddin sebagai berikut. 

"Tim ahli yang telah dipersyaratkan dalam dokumen lelang dan 

kontrak harus bekerja di lapangan pada pembangunan Proyek 

Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan 
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Kab. Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat, namun saat 

melakukan kunjungan lapangan tidak ada tim ahli teknis di lapangan" 

 

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada tim ahli teknis 

yang bekerja di lapangan. Tentunya hal tersebut merupakan pelanggaran hukum 

karena telah melakukan pemalsuan dokumen untuk memenangkan lelang. Item 

pekerjaan perkerasan berbutir aggregat kelas B yang dihampar oleh sdr. Adi 

Wijaya adalah batu pecah dengan campuran tanah lokal dengan komposisi Batu 

Pecah= 55% dengan Tanah Ex Lokal = 45% dengan dimensi tebal 25 cm, lebar 6 

meter dan panjang 8.000 meter. 

Pada saat pekerjaan fisik proyek dimaksud terdapat konsultan pengawas 

yaitu CV. Gala Technologies Consultant, namun mulai bekerja pada tanggal 25 

Agustus 2015. Bahwa pekerjaan tersebut telah dianggap selesai dan telah 

dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama 

Pekerjaan (PHO) Nomor: 602.1/201.A/BA-PHO/BM-D.33/BANPROV/DPU-

KB/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 Proyek Peningkatan Simpang Bukit 

Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000.- 

dan telah dibayar lunas 100% dengan total sebesar Rp.12.602.799.073,- secara 

bertahap diantaranya: 

a. Pembayaran uang muka 20 % sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 

011/APBD/BM-D.33/ DPU-KB/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 senilai 

Rp.2.520.559.815; 
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b. Pembayaran MC01 - MC-05 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 

125/BAP/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 

senilai Rp.8.476.103.726,-; 

c. Pembayaran MC06 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC.06 Nomor : 

160/BAP/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 

senilai Rp.975.995.579, 

d. Pembayaran Retensi 5 % sesuai denganBerita Acara Pembayaran Nomor : 

201/BAP/BM-D.33/RET/BANPROV/DPU-KB/2014 tanggal 17 Nopember 

2014 senilai Rp.630.139.953,- 

Bahwa Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegaitan 

Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan 

Keuangan Provinsi) Nomor: 602.1/064/BA.FHO/BANPROV/BM-D.33/DPU-

KB/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 dari sdr. Adi Wijaya (Kuasa Direktur PT. 

Bunga Arafat) kepada Ratam, ST (PPK) diketahui oleh sdr. Pilip, ST, MSi (Kabid 

Bina Marga Dinas PU Kubar). Dalam proses serah terima pekerjaan ini bahwa 

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan mutu pekerjaan 

melainkan hanya mengukur. 

4.3 Mengungkap Kasus Korupsi Melalui Bukti Audit dan Bukti Akuntansi 

Dalam mengungkap kasus korupsi melalui bukti audit dan bukti akuntansi 

diperoleh dengan melaksakan prosedur audit untuk menguji catatan akuntansi, 

sebagai contoh melalui analisis dan penelaahan, pelaksanaan kembali prosedur 

yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi jenis dan 

informasi sama yang berkaitan.  
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Tingkat keyakinan yang lebih tinggi umumnya diperoleh jika terdapat 

konsistensi antara bukti audit dan akuntansi yang diperoleh dari sumber-sumber 

yang berbeda atau memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sebagai contoh, informasi 

yang diperoleh melalui sumber yang independen dari entitas dapat meningkatkan 

keyakinan yang diperoleh auditor daripada bukti yang dihasilkan secara internal, 

seperti bukti audit yang terdapat dalam catatan akuntansi, notulen rapat atau 

representasi manajemen. Informasi yang diperoleh dari sumber independen dari 

entitas yang digunakan sebagai bukti audit dan akuntansi dapat berupa konfirmasi 

dari pihak ketiga, laporan analisis, dan data yang dapat diperbandingkan (data 

pembanding) 

 

4.3.1 Mengungkap Kasus Korupsi Melalui Bukti Audit 

Berdasarkan ikronologis idan ifakta iyang iada, itelah iterjadi itindak 

ipidana ikorupsi isebagaimana idimaksud idalam iPasal i2 iatau iPasal i3 

iUndang-undang iRI iNo. i31 iTahun i1999 isebagaimana itelah idiubah idengan 

iUndang-undang iNo.20 iTahun i2001 itentang iPemberantasan iTindak iPidana 

iKorupsi iatas ipada iProyek iPeningkatan iJalan iSimpang iBukit iHarapan i2 

iKecamatan iBongan iKab. iKutai iBarat iyang idikerjakan ioleh iPT. iBunga 

iArafat isenilai iRp.14.291.834.000,- iyang iberasal idari iBantuan iKeuangan 

iProv. iKaltim iTA.2014 ipada iSKPD iDinas iPU iKab. iKutai iBarat. 

Hasil audit atas perhitungan Konstruksi oleh Ahli Konstruksi dari 

Universitas Muhammadyah Surakarta menunjukkan bahwa pada pekerjaan di 

lapangan terdapat kekurangan Kulatitas / Volume dan juga tidak mencapai 

Kuantitas / Mutu yang dipersyaratkan di dalam kontrak / SPK yaitu pekerjaan 
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lapis pondasi agregat kelas B adalah untuk kuantitas yang dibayarkan lebih besar 

daripada yang dikerjakan dan untuk kualitas yang dikerjakan lebih rendah dari 

yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknik, bahwa hasil pemeriksaan dan 

perhitungan yang dikerjakan berdasarkan kuantitas adalah sebesar 8.732,124 m3 

sementara berdasarkan kontrak seharusnya 12.060,00 m3, kemudian berdasarkan 

kualitas yang dikerjakan kontraktor adalah 95,060 % (Rata-rata kepadatan 

lapangannya sebesar 90,3071 %) sementara berdasarkan kontrak seharusnya 

minimal 95%. 

 Hal itersebut idapat idilihat idari iadanya ifakta ibahwa ihasil ipekerjaan 

iyang idilaksanakan ioleh isdr. iAdi iWijaya idengan imenggunakan iPT. iBunga 

iArafat itidak isesuai idengan ispesifikasi iteknis iyang itelah iditentukan idalam 

iKontrak iPengadaan, idimana imenurut ihasil ipemeriksaan idan iperhitungan 

idari iAhli iKonstruksi idari iUniversitas iMuhammadyah iSurakarta iditemukan 

ifakta ibahwa ikuantitas ihasil ipekerjaan iadalah isebesar i8.732,124 im3 ipadahal 

imenurut ikontrak iseharusnya i12.060,00 im3. iDari ikuantitas i(volume) 

ipekerjaan iyang itidak isesuai idengan iyang idipersyaratkan idalam ikontrak 

itersebut, iseharusnya ijumlah iuang iyang idibayarkan ikepada iPT. iBunga 

iArafat ihanyalah isebesar inilai ipekerjaan iyang itelah iberhasil idilaksanakan, 

inamun ifaktanya iseluruh inilai iyang itercantum idalam ikontrak idibayarkan 

ikepada iPT. iBunga iArafat, isehingga idapat idipastikan itelah iterdapat isuatu 

ikerugian ikeuangan inegara atau daerah. i  

 Disamping iitu, imulai idari iawal iproses ipelelangan isudah iditemukan 

ifakta iadanya iupaya-upaya ibaik idari ipihak iDinas iPU iKab. iKubar imaupun 
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idari ipihak isdr. iAdi iWijaya iuntuk imemenangkan iPT. iBunga iArafat, iyang 

imana ihal itersebut ijelas-jelas ibertentangan idengan iprinsip-prinsip idan ietika 

ipengadaan. i iPT iBunga iArafat ijuga imelakukan ipenawaran iuntuk iProyek 

iPeningkatan iJalan iSimpang iBukit iHarapan i1 i iKecamatan iBongan idengan 

imeminjam ibendera iperusahaan iPT. iBunga iArafat idan imenggunakan inama 

iDirut isdr. iRustam, ikemudian imelampirkan iatau imensyaratkan itenaga-tenaga 

iteknis iyang ifiktip iatau ihanya idipinjam iijazahnya isaja isebagai ipersyaratan 

iadministrasi idan iteknis iagar imemenangkan ipelelangannya. iFakta iini 

ibertentangan idengan iPerpres i54 itahun i2010 idan iperubahannya iyaitu 

iPerpres iNo.70 iTahun i2012 iPasal i5 itentang iPrinsip iPengadaan, ipasal i6 

itentang ietika ipengadaan iserta ipasal i118 iayat i1 itentang isanksi. i 

 Perbuatan isdr. iPhilip, iST, iMSi iselaku iKabid iBina iMarga, iyang 

imemerintahkan ikepada isdr. iRatam, iST i(PPK) ibersama-sama isdr. iSantoni 

i(Kasi iPerencanaan) iuntuk imelakukan ipenyusunan iEnginer iEstimate i(EE) 

imerupakan iperbuatan imelawan ihukum, iyang ioleh ikarena isdr. iPhilip, iST, 

iMSi iselaku iKabid iBina iMarga imerupakan ipejabat iyang imemiliki 

ikewenangan iterkait ijabatannya iitu, imaka ibentuk imelawan ihukumnya iadalah 

ipenyalahgunaan ikewewenangannya iselaku iKabid iBina iMarga, ikarena 

ipenyusunan iEnginer iEstimate i(EE) ibukanlah imerupakan itugas idan 

iwewenang isdr. iRatam, iST i(PPK) idan isdr. iSantoni i(Kasi iPerencanaan), 

imelainkan imerupakan itugas idan iproduk idari ikonsultan iperencana. 

iBerdasarkan ihal itersebut, ioleh ikarena isdr. iPhilip, iST, iMSi imerupakan 

iKabid iBina iMarga, imaka iperbuatannya iyaitu imemerintahkan isdr. iRatam, 
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iST i(PPK) idan isdr. iSantoni i(Kasi iPerencanaan) iuntuk ipenyusunan iEE 

i(Enginer iEstimate) idimana isdr. iRatam, iST i(PPK) idan isdr. iSantoni i(Kasi 

iPerencanaan) itidak imemiliki itugas idan ikewenangan iuntuk imembuat iEE 

i(Enginer iEstimate), idengan idemikian iperbuatan isdr. iPhilip, iST, iMSi itelah 

imenyalahgunakan ikewenangannya iselaku iKabid iBina iMarga. iSdr. iRatam, 

iST iselaku iPPK ihanya imemiliki ikewenangan iuntuk imenyusun iHPS/OE, 

inamun itidak imemiliki iwewenang iuntuk imenyusun iEE i(Enginer iEstimate) 

ikarena iEE i(Enginer iEstimate) imerupakan iproduk iyang idihasilkan ioleh 

ikonsultan iperencana, isehingga isdr. iRatam, iST iselaku iPPK idapat 

idinyatakan itelah imelakukan iperbuatan imelawan ihukum, idan ioleh ikarena 

isdr. iRatam, iST ibertindak iselaku iPPK i(pejabat) imaka ibentuk imelawan 

ihukumnya iadalah ipenyalahgunaan iwewenang. 

 Dari ifakta-fakta itersebut, iunsur-unsur itindak ipidana ikorupsi 

isebagaimana idimaksud idalam iPasal i2 iatau iPasal i3 iUndang-undang iRI 

iNo.31 iTahun i1999 isebagaimana itelah idiubah idengan iUndang-undang 

iNo.20 iTahun i2001 itentang iPemberantasan iTindak iPidana iKorupsi itelah 

iterpenuhi.  

 Berdasarkan ihasil iobservasi imenunjukkan ibahwa itelah idilakukan 

ipemeriksaan idan iperhitungan ikonstruksi ipada iProyek iPeningkatan iJalan 

iSimpang iBukit iHarapan i2 iKecamatan iBongan iKab. iKutai iBarat iyang 

idikerjakan ioleh iPT. iBunga iArafat. iPemeriksaan idilakukan ioleh iIr. 

iSuhendro iTrinugroho,Mt iBin iSukidjo. iPerhitungan ikonstruksi ipada iproyek 

itersebut iyaitu ipada itanggal i1 iAgustus i2015 is/d i7 iAgustus i2015 iberupa 
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ipengujian isampel ikualitas idan ikuantitas idalam itahap ipenyelidikan ipolda 

ikaltim, ikemudian ipada itanggal i29 iOktober i2015 is/d itanggal i30 iDesember 

i2015 iyaitu ipemeriksaan ikualitas idan ikuantitas isecara imenyeluruh ipada 

itahap ipenyidikan iyang idilakukan ioleh ipolda ikaltim, ijenis ipemeriksaan 

iyang isaya ilakukan iadalah ipemeriksaan idan iperhitungan ikualitas idan 

ikuantitas ipekerjaan iutama. 

 Dasar yang digunakan dalam melakukan perhitungan konstruksi pada 

proyek tersebut antara lain: 

a. Surat dari Dir Reskrimsus Polda Kaltim Nomor : B/959/X/2015/Ditreskrimsus 

tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permintaan Pemeriksaan dan Perhitungan 

Fisik Konstruksi Jalan, yang isinya Dekan Fakultas Teknik  Universitas  

Muhammadiyah  Surakarta  dimohon  bantuannya  untuk menugaskan stafnya 

memeriksa Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 dan Proyek 

Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 di Kecamatan Bongan 

Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur; 

b. Surat  dari  Dekan  Fakultas Teknik  UMS  no.  554/C.4-VIII/FT/XI/2015 

tanggal  29 Oktober  2015  perihal  Permintaan  Pemeriksaan  dan  

Perhitungan  Fisik  Konstruksi Jalan,   yang   isinya   penugasan   Bapak   Ir.   

Suhendro   Trinugroho,   MT.   untuk melaksanakan kegiatan tersebut; 

c. Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik UMS no. 525/A.3-III/FT/X/2015 

tanggal 29 Oktober 2015  perihal  Pemeriksaan  dan  Perhitungan  Fisik  

Konstruksi  Jalan,  yang isinya   penugasan   Bapak   Ir.   Suhendro   

Trinugroho,   MT.   beserta   tim   untuk melaksanakan kegiatan tersebut; 
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d. Rujukan-rujukan  sebagaimana   tercantum   dalam   Surat   dari   Kepolisian   

Negara Republik  Indonesia  Daerah  Kalimantan  Timur  dengan  no. 

B/959/X/2015/Ditreskrimsus  tanggal  28  Oktober  2015  perihal  Permintaan 

Pemeriksaan dan Perhitungan Fisik Konstruksi Jalan; 

e. Data-data kontrak dan data-data pelaksanaan pekerjaan Jalan Simpang Bukit 

Harapan 2, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur. 

Jenis pekerjaan pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 

Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat 

terdiri dari Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pekerjaan Perkerasan 

Berbutir (Lapis Pondasi Agregat Kelas B). Sedangkan jenis pekerjaan yang 

dilakukan pemeriksaan dan perhitungan kualitas dan kuantitas adalah item 

pekerjaan Pekerjaan Perkerasan Berbutir (Lapis Pondasi Agregat Kelas B), karena 

pekerjaan tersebut adalah pekerjaan pokok yang ada di lapangan.  

 

4.3.2 Mengungkap Kasus Korupsi Melalui Bukti Akuntansi 

Dalam melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas pekerjaan lapis 

pondasi agregat kelas B dengan dilakukan dengan metode sebagai berikut: 

a. Metode pemeriksaan langsung data-data primer di lokasi pekerjaan dan 

laboratorium; 

b. Metode pemeriksaan data-data sekunder berupa data-data kontrak dan data-

data pelaksanaan pekerjaan serta data-data pembayarannya. 

Hasil pemeriksaan dan perhitungan kuantitas dan kualitas pekerjaan lapis 

pondasi agregat kelas B adalah untuk kuantitas yang dibayarkan lebih besar dari 
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pada yang dikerjakan dan untuk kualitas yang dikerjakan lebih rendah dari yang 

dipersyaratkan dalam spesifikasi teknik. Hasil pemeriksaan dan perhitungan yang 

dikerjakan berdasarkan kuantitas adalah sebesar 8.732,124 m3, dan berdasarkan 

kualitas yang dikerjakan kontraktor adalah 95,060 % (Rata-rata kepadatan 

lapangannya sebesar 90,3071 % ). 

a. Perbandingan berdasarkan hasil pemeriksaan kuantitas 

No Uraian Satuan (m3) 

1 Kuantitas yang telah dibayarkan berdasarkan MC / 

volume yang seharusnya menurut Addendum / CCO I 

Nomor: 602.1/116.A/ADD-I/BM-D.33/BANPROV/DPU-

KB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 

12.060,00 

2 Kuantitas hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi 8.732,124 

Selisih  : 3.327,876 

 

 

 

 

b. Perbandingan berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas adalah sebagai berikut: 

Sifat–sifat Hasil Uji 

Persyaratan sesuai 

dengan kontrak / 

cco  

Keterangan 

Kepadatan Lapangan  

( Sand Cone Test ) 

Rata-rata  

90,3071 % 

Minimal  

95 % 

Tidak memenuhi 

syarat 

Gradasi agregat campuran 

Banyak % lolos 

ayakan berada 

diatas / dibawah 

batas gradasi 

Batas gradasi pada 

Spesifikasi 

Semua gradasi 

tidak memenuhi 

syarat 

Abrasidari Agregat Kasar 

SNI 2417:2008) 
29,66 % 0-40 % Memenuhi syarat 
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IndekPlastisitas(SNI1966:

2008) 
23,26 0 -10 

Tidak Memenuhi 

syarat 

Hasil kali Indek Plastisitas 

dengan  % Lolos Ayakan 

No.200 

maks. 25 - - 

BatasCair (SNI1967:2008) 37,85 0 -35 
Tidak Memenuhi 

syarat 

Bagian YangLunak 

(SNI03-4141-1996) 
Terbesar 2,45 % 0 -5 % Memenuhi syarat 

CBR  (SNI03-1744-1989) 22,25 % min.60 % 
Tidak Memenuhi 

syarat 

Persentasi hasil pemeriksaan kualitas dari Proyek Peningkatan Jalan 

Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan BonganKab. Kutai Barat yang dikerjakan 

oleh PT. Bunga Arafat mengacu dari segi kepadatan lapangan (90,3071 % / 95%) 

x 100% = 95,060 % , dengan demikian persentasi hasil pemeriksaan kualitas 

adalah sebesar 95,060 %. 

 Faktor penyebabnya adalah karena human error pelaksana atau tidak 

memperhitungkan kualitas material yang digunakan dan faktor luar yang 

menyebabkan berkurangnya kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dikerjakan, 

perbedaan terjadi dari :  

a. Kuantitas Agregat Kelas B dengan selisih 3.327,876 m3 

b. Kualitas Agregat Kelas B dengan selisih kepadatan lapangan rata-rata 

4,6929% 

Tidak layak dibayar penuh / 100%, atau layak dibayarkan sesuai dengan 

kuantitas dan kualitas yang dikerjakan. Dengan pertimbangan atas persetujuan 
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Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). yang layak dibayarkan untuk item pekerjaan 

berbutir aggregat kelas B adalah dengan perhitungan sebagai berikut:  

Kuantitas hasil pemeriksaan Ahli =  8.732,124 m3;  

Kualitas hasil pemeriksaan Ahli = Harga Satuan Rp.1.016.500,- x 

persentase kepadatan lapangan 95,06% = Rp.966.284,90; Sehingga yang 

seharusnya dibayarkan kepada PT. Bunga Arafat adalah sebesar 8.732,124 m3 x 

Rp.966.284,90 = Rp.8.437.719.566,128. Dari segi kuantitas dan kualitas terdapat 

kelebihan pembayaran untuk pekerjaan berbutir aggregat kelas B yaitu , pekerjaan 

yang telah dibayarkan Rp.12.258.990.000,- dikurangi (-) yang seharusnya 

dibayarkan Rp.8.437.719.566,128 sehingga kelebihan pembayaran adalah sebesar 

Rp.3.821.270.433,872. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT 

Bunga Arafah mengerjakan pekerjaan fisik Proyek Peningkatan Jalan Simpang 

Bukit Harapan 1  Kecamatan Bongan dengan tidak menggunakan tenaga teknis 

yang telah dipersyaratkan didalam kontrak dan tidak menggunakan tenaga-tenaga 

yang mempunyai keahlian dibidang konstruksi. Perusahaan tersebut juga 

mengerjakan pekerjaan fisik Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1  

Kecamatan Bongan tidak berpedoman kepada standar mutu aggregat kelas B yang 

telah diatur didalam Spesifikasi Umum yang terdapat didalam kontrak. Hal 

itersebut itidak idibenarkan, idan ibertentangan idengan iPeraturan iPresiden 

iRepublik iIndonesia iNomor i70 iTahun i2012 itentang iPerubahan iKedua iatas 

iPeraturan iPresiden iRepublik iIndonesia iNomor i54 iTahun i2010 itentang 

iPengadaan iBarang idan iJasa iPemerintah, iyaitu: ipada iPasal i5 itentang 
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iPrinsip iPengadaan, iPasal i6 itentang ietika ipengadaan iserta iPasal i118 iayat i1 

itentang isanksi idan ijuga imelanggar ikontrak iatau i iSurat iPerjanjian ikontrak 

iBuku iI iNomor: i602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 itanggal i12 

iMei i2014. i 

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti melakukan analisis yuridis dengan 

hasil sebagai berikut: 

1. Perbuatan sdr. ADI WIJAYA meminjam perusahaan PT. Bunga Arafat dari 

sdr. Rustam (Direktur Utama) dan sdr. Rudi HartonO (Direktur I) untuk 

dipakai dalam mengikuti proses pelelangan proyek Peningkatan Jalan 

Simpang Bukit  Harapan 2 Kecamatan Bongan tidak dibenarkan, bertentangan 

dengan pasal 5, 6 dan 118 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu 

Perpres No.70 Tahun 2012; 

2. Perbuatan sdr. Adi Wijaya selaku Kuasa Direktur PT. Bunga Arafat 

menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/02/BM-

D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 bersama sdr. 

Ratam (PPK dari Dinas PU Kab. Kubar) pada proyek Peningkatan Jalan 

Simpang Bukit  Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) 

senilai Rp.14.291.834.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Kubar TA.2014 

pada SKPD Dinas PU Kab. Kubar tidak dibenarkan, tidak sesuai dengan yang 

diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, tidak debenarkan dan 

tidak sesuai dengan yang diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 dan 

perubahannya Pasal 86 ayat 5 dan ayat 6; 
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3. Perbuatan sdr. Adi Wijaya membuat dokumen penawaran menggunakan nama 

sdr. Rustam (Direktur Utama) dengan perusahaan PT. Bunga Arafat kemudian 

memalsukan tandatangan sdr. Rustam kemudian menyampaikan dokumen 

penawaran tersebut kepada panitia lelang melalui LPSE untuk proyek 

Peningkatan Jalan Simpang Bukit  Harapan 2 Kecamatan Bongan tidak 

dibenarkan, bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya 

yaitu Perpres No.70 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Prinsip Pengadaan, pasal 6 

tentang etika pengadaan serta pasal 118 ayat 1 tentang sanksi; 

4. Perbuatan sdr. Adi Wijaya dalam melakukan penawaran untuk proyek 

Peningkatan Jalan Simpang Bukit  Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan 

Keuangan Provinsi) yang anggarannya dialokasikan pada APBD Kab. Kubar 

TA.2014 oleh SKPD Dinas PU Kab. Kubar menggunakan nama PT. Bunga 

Arafat, melampirkan atau mensyaratkan tenaga-tenaga teknis yang fiktip atau 

hanya dipinjam ijazahnya saja sebagai persyaratan administrasi dan teknis 

agar memenangkan pelelangannya tidak dibenarkan, bertentangan dengan 

Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Perpres No.70 Tahun 2012 

Pasal 5 tentang Prinsip Pengadaan, pasal 6 tentang etika pengadaan serta pasal 

118 ayat 1 tentang sanksi; 

5. Bahwa iperbuatan isdr. iAdi iWijaya imeminta iSurat iKuasa idari isdr. 

iRustam iselaku iDirut iPT. iBunga iArafat iuntuk imenandatangani ikontrak 

ikerja idan imengerjakan ipekerjaan itidak idibenarkan, ibertentangan idengan 

idengan iPerpres i54 itahun i2010 idan iperubahanya idalam iPasal i87 iayat i3 

iyaitu iPenyedia i iBarang/Jasa i idilarang i imengalihkan i ipelaksanaan 
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ipekerjaan iutama iberdasarkan iKontrak, idengan imelakukan isubkontrak 

ikepada ipihak ilain, ikecuali isebagian ipekerjaan iutama ikepada ipenyedia 

iBarang/Jasa ispesialis; 

6. Perbuatan isdr. iAdi iWijaya iselaku iKuasa iDirektur iPT. iBunga iArafat 

idalam imengerjakan ipekerjaan ifisik iproyek iPeningkatan iJalan iSimpang 

iBukit i iHarapan i2 iKecamatan iBongan i(Bantuan iKeuangan iProvinsi) 

isenilai iRp.14.291.834.000,- ipada iAPBD iKab. iKubar iTA.2014 ioleh 

iSKPD iDinas iPU iKab. iKubar itidak imenggunakan itenaga iteknis iyang 

itelah idipersyaratkan ididalam ikontrak idan itidak imenggunakan itenaga-

tenaga iyang imempunyai ikeahlian idibidang ikonstruksi itidak idibenarkan 

idan ibertentangan idengan iPerpres iNo.54 iTahun i2010 idan iperubahannya 

iPasal i6 itentang ietika ipengadaan iserta iPasal i118 iayat i1 itentang isanksi; 

7. Perbuatan sdr. Adi Wijaya selaku Kuasa Direktur PT. Bunga Arafat dalam 

mengerjakan pekerjaan fisik proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit  

Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) senilai 

Rp.14.291.834.000,- pada APBD Kab. Kubar TA.2014 oleh SKPD Dinas PU 

Kab. Kubar tidak berpedoman kepada standar mutu aggregat kelas B yang 

telah diatur didalam Spesifikasi Umum dalam kontrak tidak dibenarkan dan 

hal tersebut melanggar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 

602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014. 

Berdasarkan iperhitungan ikualitas idan ikuantitas ikonstruksi itersebut 

imaka idapat idisimpulkan ibahwa itelah iterjadi ipenggelalapan idana isebesar 

iRp.3.821.270.433,872. iHal iini itentu iberimbas ipada ikerugian inegara. iUntuk 
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ipenjelasan ilebih ilajut iberikut ipeneliti isajikan imetode iyang idigunakan 

idalam imelakukan iAudit iPerhitungan iKerugian iKeuangan iNegara iterhadap 

iperkara itersebut iadalah isebagai iberikut: 

a. Menentukan istatus isumber idana; 

b. Menentukan ijumlah idana iyang idibayarkan ikepada irekanan iPT. iBunga 

iArafat; iMenghitung inilai irealisasi ifisik ipekerjaan iyang idilaksanakan 

ioleh iPT. iBunga iArafat i(berdasarkan ihasil iperhitungan ikuantitas idan 

ikualitas ioleh iAhli iKonstruksi idari iFakultas iTeknik iUniversitas 

iMuhammadiyah iSurakarta). 

Menghitungan ikerugian ikeuangan inegara iyaitu iselisih iantara ijumlah 

idana iyang idibayarkan ikepada irekanan idengan inilai irealisasi ifisik ipekerjaan 

iberdasarkan ihasil iperhitungan ikuantitas idan ikualitas ioleh iAhli Konstruksi 

idari iFakultas iTeknik iUniversitas iMuhammadiyah iSurakarta. 

Prosedur iyang idilaksanakan iuntuk imenghitung ikerugian ikeuangan 

inegara isebagai iberikut:  

1. Melakukan ipenilaian ikecukupan idata/bukti/dokumen iyang idipergunakan 

isebagai idasar ipenghitungan ikerugian ikeuangan inegara;  

2. Atas idata/bukti/dokumen itersebut, idilakukan ipengujian idan ianalisis, iserta 

imembandingkan idengan iketentuan iyang iberlaku;  

3. Melakukan ipenelaahan iterhadap iBerita iAcara iHasil iPemeriksaan iHasil 

iPenyidikan idari iKepolisian iDaerah iKalimantan iTimur;  

4. Melakukan ipenelaahan iterhadap iketentuan-ketentuan iyang idilanggar;  
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5. Atas idata/bukti/dokumen itersebut, idilakukan ipenghitungan ikerugian 

ikeuangan inegara idan imenuangkan ihasilnya idalam ilaporan.  

Berdasarkan iLaporan iHasil iAudit iDalam iRangka iPerhitungan iKerugian 

iKeuangan iNegara iNomor: iSR-.447/PW17/5/2016 iTanggal i15 iAgustus i2016 

iatas iPerkara iDugaan iTindak iPidana iKorupsi iProyek iPeningkatan iJalan 

iSimpang iBukit iHarapan i2 iKecamatan iBongan iKab. iKutai iBarat iyang 

idikerjakan ioleh iPT. iBunga iArafat isenilai iRp.14.291.834.000,- iyang iberasal 

idari iBantuan iKeuangan iProv. iKaltim iTA.2014 ipada iSKPD iDinas iPU iKab. 

iKutai iBarat, ipeneliti imenyimpulkan ibahwa iterdapat ipenyimpangan iyang 

imengakibatkan ikerugian ikeuangan inegara isebesar iRp.3.431.493.227,27 i(tiga 

imilyar iempat iratus itiga ipuluh isatu ijuta iempat iratus isembilan ipuluh itiga 

iribu idua iratus idua ipuluh itujuh irupiah idua ipuluh itujuh isen). 

Bukti iakuntansi idan idokumen ipendukung ilainnya idalam ipengungkapan 

ifakta idan iproses ikejadian iyang idigunakan idalam imelakukan iPerhitungan 

iKerugian iKeuangan iNegara iterhadap iProyek iPeningkatan iJalan iSimpang 

iBukit iHarapan i2 iKecamatan iBongan iKab. iKutai iBarat iyang idikerjakan 

ioleh iPT. iBunga iArafat isenilai iRp.14.291.834.000,- iyang iberasal idari 

iBantuan iKeuangan iProv. iKaltim iTA.2014 ipada iSKPD iDinas iPU iKab. 

iKutai iBarat. 

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan 

Negara Nomor: SR-.447/PW17/5/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 tersebut adalah 

hasil kerja dari Tim Audit yang sudah disetujui oleh Kepala Perwakilan BPKP 

Perwakilan Prov. Kaltim selaku Pimpinan. Sesuai Laporan Hasil Audit Dalam 
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Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-.447/PW17/5/2016 

Tanggal 15 Agustus 2016 terdapat kerugian keuangan negara sebesar 

Rp.3.431.493.227,27 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus 

sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen). 

Kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.431.493.227,27 tersebut dapat diuraikan  

sebagai berikut: 

No Uraian  (Rp.)   (Rp.)  

1 

Dana yang dibayarkan kepada rekanan PT.  Bunga 

Arafat berdasarkan SP2D: 

 

  

a)       Tanggal 23 Mei 2014 (UM)  2.520.559.815,00    

b)       Tanggal 30 Oktober 2014 (MC 1 - 5)  8.476.103.726,00    

c)       Tanggal 11 Desember 2014 (MC 6)     975.995.579,00    

d)       Tanggal 15 Desember 2014(Retensi)     630.139.953,00    

Jumlah 

 

  12.602.799.073,00  

2 

Nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil 

perhitungan kuantitas dan kualitas oleh 

AhliKonstruksi dari Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta      9.171.305.845,73  

3 Jumlah kerugian keuangan Negara (1-2)      3.431.493.227,27  

  

Nilai sebesar Rp.9.171.305.845,73 tersebut adalah nilai pekerjaan yang 

terpasang dengan uraian sebagai berikut: 

a. Nilai Pekerjaan Pendahuluan sebesar Rp.70.620.982,00; 

b. Nilai Pekerjaan Tanah sebesar Rp.662.965.297,60;  

c. Kekurangan volume atas item kegiatan Lapis Pondasi Agregat B seharusnya 

sesuai kontrak 12.060.000 M3 namun hanya terpasang 8.732,124 M3;  
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 Hasil pemeriksaan kualitas lapis pondasi agregat kelas B oleh Tim Ahli 

adalah 95,060%. Harga satuan hasil pemeriksaan Ahli sebesar Rp.966.284,90 

[95,06% x harga satuan (Rp1.016.500,00)]. Jadi nilai yang terpasang atas Lapis 

Pondasi Agregat B adalah: volume terpasang X harga satuan = (8.732.124 M3 x 

Rp966.284,90) = Rp8.437.719.566,13. Jadi nilai pekerjaan yang terpasang 

keseluruhan adalah: Rp70.620.982,00 + Rp662.965.297,60 + Rp8.437.719.566,13 

= Rp.9.171.305.845,73. 

Berdasarkan analisis kerugian negara maka dapat disimpulkan bahwa telah 

terjadi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang 

merugikan keuangan negera dengan fakta dan bukti sebagai berikut. 

1. Proyek peningkatan jalan simpang Bukit harapan 2 kecamatan bongan kab. 

Kubar telah dibayarkan seluruhnya kepada PT. Bunga Arafat berdasarkan:  

a. Berita Acara Pembayaran 20 % Nomor: 011/APBD/BM-D.33/ DPU-

KB/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yaitu pembayaran uang muka 20% 

(sudah dipotong pajak) sebesar Rp.2.520.559.815,- yang masuk ke 

rekening a.n. PT. Bunga Arafat nomor: 0111510415 di Bank Kaltim pada 

tanggal 28 Mei 2014; 

b. Berita Acara Pembayaran MC.01 s/d MC.05 Nomor: 125/BAP/BM-

D.33/BANPROV/DPU-KB/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yaitu 

pembayaran MC.01 s/d 05 (sudah dipotong pajak) sebesar 

Rp.8.476.103.726,- yang masuk ke rekening a.n. PT. Bunga Arafat nomor: 

0111510415 di Bank Kaltim pada tanggal 31 Oktober 2014; 

c. Berita Acara Pembayaran MC.06 Nomor: 160/BAP/BM-

D.33/BANPROV/DPU-KB/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 yaitu 
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pembayaran MC.06 (sudah dipotong pajak) sebesar Rp.975.995.579,- yang 

masuk ke rekening a.n. ADI WIJAYA (saya sendiri) nomor: 0118002024 

di Bank Kaltim pada tanggal 11 Desember 2014; 

d. Berita Acara Pembayaran Retensi 5 % Nomor: 201/BAP/BM-

D.33/RET/BANPROV/DPU-KB/ (kosong) /2014 tanggal 17 Nopember 

2014 yaitu pembayaran retensi 5% (sudah dipotong pajak) sebesar 

Rp.630.139.953,- yang masuk ke rekening a.n. Adi Wijaya (saya sendiri) 

nomor: 0118002024 di Bank Kaltim pada tanggal 16 Desember 2014  

2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

dibuktikan dengan barang bukti akuntansi  

3. Penyimpangan yang terjadi pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit 

Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat TA. 2014 telah 

mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp.3.431.493.227,27 

 

4.4 Pembahasan  

Berdasarkan ihasil ianalisis bukti audit dan bukti akuntansi yang itelah 

ipeneliti ipaparkan isebelumnya, imaka idapat idisimpulkan ibahwa kecurangan 

yang idilakukan ioleh iPT iBunga iArafat ipada iProyek iPeningkatan iJalan 

iSimpang iBukit iHarapani1iKecamatan iBongan idimana iperusahaan itelah 

imelanggar iketentuan-ketentuan isebagai iberikut: 

1. Pasal i2 iUU iRI iNo.31 iTahun i1999 iyang itelah idiubah idengan iUU iRI 

iNo.20 iTahun i2001 iberbunyi: iSetiap iorang iyang isecara imelawan ihukum 

imelakukan iperbuatan imemperkaya idiri isendiri iatau iorang ilain iatau 

isuatu ikorporasi iyang idapat imerugikan ikeuangan inegara iatau 
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iperekonomian inegara, idipidana idengan ipidana ipenjara iseumur ihidup 

iatau ipidana ipenjara ipaling isingkat i4 i(empat) itahun idan ipaling ilama i20 

i(dua ipuluh) itahun idan idenda ipaling isedikit iRp.200.000.000,- i(dua iratus 

ijuta irupiah) idan ipaling ibanyak iRp.1.000.000.000,- i(satu imiliar irupiah).  

2. Pasal i3 iUU iRI iNo.31 iTahun i1999 iyang itelah idiubah idengan iUU iRI 

iNo.20 iTahun i2001 iberbunyi: i“Setiap iorang iyang idengan itujuan 

imenguntungkan idiri isendiri iatau iorang ilain iatau isuatu ikorporasi, 

imenyalahgunakan ikewenangan, ikesempatan iatau isarana iyang iada 

ipadanya ikarena ijabatan iatau ikedudukan iyang idapat imerugikan 

ikeuangan inegara iatau iperekonomian inegara, idipidana idengan ipidana 

ipenjara iseumur ihidup iatau ipidana ipenjara ipaling isingkat i1 i(satu) itahun 

idan ipaling ilama i20 i(dua ipuluh) itahun idan idenda ipaling isedikit 

iRp.50.000.000,- i(lima ipuluh ijuta irupiah) idan ipaling ibanyak 

iRp.1.000.000.000,- i(satu imiliar irupiah)” 

3. Pasal i18 iayat i(1) iUU iRI iNo.31 iTahun i1999 iyang itelah idiubah idengan 

iUU iRI iNo.20 iTahun i2001 iberbunyi: iSelain ipidana itambahan 

isebagaimana idimaksud idalam iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana, 

isebagai ipidana itambahan iadalah: iPerampasan ibarang ibergerak iyang 

iberwujud iatau iyang itidak iberwujud iatau ibarang itidak ibergerak iyang 

idigunakan iuntuk iatau iyang idiperoleh idari itindak ipidana ikorupsi, 

itermasuk iperusahaan imilik iterpidana idimana itindak ipidana ikorupsi 

idilakukan, ibegitu ipula idari ibarang iyang imenggantikan ibarang-barang 

itersebut: 
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“Bahwa ipenyidik itelah imelakukan ipenyitaan ibarang ibukti idiantaranya: i 

a. Uang isebesar iRp.59.815,- iyang idibayarkan ioleh itersangka iAdi 

iWijaya ipada itanggal i28 iMei i2014 ipada ifasilitas ikredit inomor iloan: 

i01109494 idi iBank iBPD iKaltim iCabang iSendawar; 

b. Uang isebesar iRp.253.500.000,- iyang idibayarkan ioleh itersangka iAdi 

iWijaya ipada itanggal i28 iMei i2014 ipada ifasilitas ikredit inomor iloan: 

i01109494 idi iBank iBPD iKaltim iCabang iSendawar; 

c. Uang isebesar iRp.509.600.000,- iyang idibayarkan ioleh itersangka iAdi 

iWijaya ipada itanggal i31 iOktober i2014 ipada ifasilitas ikredit inomor 

iloan: i01109494 idi iBank iBPD iKaltim iCabang iSendawar; 

d. Uang isebesar iRp.20.000.000,- iyang idibayarkan ioleh itersangka iAdi 

iWijaya ipada itanggal i31 iOktober i2014 ipada ifasilitas ikredit inomor 

iloan: i01109494 idi iBank iBPD iKaltim iCabang iSendawar; 

e. Uang isebesar iRp.250.000.000,- iyang idibayarkan ioleh itersangka iAdi 

iWijaya ipada itanggal i11 iDesember i2014 ipada ifasilitas ikredit inomor 

iloan: i01109494 idi iBank iBPD iKaltim iCabang iSendawar; 

f. Uang isebesar iRp.10.000.000,- iyang idibayarkan ioleh itersangka iAdi 

iWijaya ipada itanggal i27 iFebruari i2015 ipada ifasilitas ikredit inomor 

iloan: i01109494 idi iBank iBPD iKaltim iCabang iSendawar; 

g. Uang isebesar iRp.10.000.000,- iyang idibayarkan ioleh itersangka iAdi 

iWijaya ipada itanggal i20 iMaret i2015 ipada ifasilitas ikredit inomor 

iloan: i01109494 idi iBank iBPD iKaltim iCabang iSendawar; 
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h. Uang isebesar iRp.5.000.000,- iyang idibayarkan ioleh itersangka iAdi 

iWijaya ipada itanggal i27 iMei i2015 ipada ifasilitas ikredit inomor iloan: 

i01109494 idi iBank iBPD iKaltim iCabang iSendawar; 

i. Uang isebesar iRp.4.552.933,- iyang idibayarkan ioleh itersangka iAdi 

iWijaya ipada itanggal i23 iJuni i2015 ipada ifasilitas ikredit inomor iloan: 

i01109494 idi iBank iBPD iKaltim iCabang iSendawar; 

j. Uang isebesar iRp.100.000.000,- iyang idibayarkan ioleh itersangka iAdi 

iWijaya ipada itanggal i25 iSeptember i2015 ipada ifasilitas ikredit inomor 

iloan: i01109494 idi iBank iBPD iKaltim iCabang iSendawar 

Dari ipenyitaan itersebut imengakibatkan ibertambahnya iutang/kredit 

itersangka idi iBank iKaltim. 

4. Pasal i55 iayat i(1) ike-1 iKUHP itentang iunsur iTurut iserta imelakukan. 

Fakta-fakta iyang idapat idiungkap iberdasarkan ialat ibukti isebagai iberikut: 

a. Berkaitan idengan itersangka iAdi iWijaya itelah imelakukan iperbuatan 

imelawan ihukum idengan imenerima iSurat iKuasa idari isdr. iRustam 

i(Direktur iPT. iBunga iArafat) itertanggal i06 iMei i2013 itelah 

imelanggar iPasal i87 iayat i(3) iPerpres iNo.54 iTahun i2010 iJo. iPerpres 

iNo.70 iTahun i2012, ikemudian imenandatangani iSurat iPerjanjian 

ikontrak iBuku iI iNomor: i602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-

KB/V/2014 itanggal i12 iMei i2014 iPaket: iD.33 iPeningkatan iJalan 

iSimpang iBukit iHarapan i2 iKecamatan iBongan i(Bantuan iKeuangan 

iProvinsi) isenilai iRp.14.291.834.000.- iTahun iAnggaran i2014 

ibersama-sama idengan isdr. iRatam, iST iselaku iPPK, ihal iini 
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imembuktikan ibahwa isdr. iAdi iWijaya itelah iturut iserta ibersama-

sama isdr.Ratam i(yang ijuga itersangka idalam iperkara ilain), iST 

imelakukan iperbuatan imelawan ihukum 

b. Berkaitan idengan itersangka iAdi iWijaya itelah imenandatangani iSurat 

iPerjanjian ikontrak iBuku iI iNomor: i602.1/02/BM-

D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 itanggal i12 iMei i2014 idengan isdr. 

iRATAM, iST iselaku iPPK ikemudian imengerjakan ipekerjaan ijalan 

isimpang ibukit iharapan i2 ikec. iBongan ikab. iKubar inamun itidak 

iberpedoman ikepada ispesifikasi iumum ididalam ikontrak isehingga 

imengakibatkan ipekerjaan idilapangan itidak isesuai idengan ikualitas 

imaupun ikuantitas ididalam ikontrak, ihal iini imembuktikan ibahwa 

itersangka itelah iturut iserta imelakukan iperbuatan imelawan ihukum 

ibersama-sama idengan isdr. iRatam, iST isebagai iPPK i(yang ijuga 

isebagai itersangka idalam iBerkas iPerkara ilain). 

c. Berkaitan idengan iProyek iPeningkatan iJalan iSimpang iBukit iHarapan 

i2 iKecamatan iBongan iKab. iKubar idi ilapangan itidak isesuai idengan 

ispesifikasi ididalam ikontrak inamun isdr. iAdi iWijaya itelah imenerima 

ipembayaran iseluruhnya i(100%) idengan iproses imenandatangani 

iadministrasi ipembayaran ibersama-sama isdr. iRatam, iST iselaku iPPK, 

isampai idengan idengan ipembayaran iseluruhnya isebesar itotal 

iRp.12.602.799.073,- i(sudah idipotong ipajak) ike irekening ia.n. iPT. 

iBunga iArafat inomor: i0111510415 idan ike irekening ia.n. iAdi iWijaya 

i(saya isendiri) inomor: i0118002024 idi iBank iKaltim idan itelah 
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imengakibatkan ikerugian ikeuangan inegara isebesar 

iRp.3.431.493.227,27 i(tiga imilyar iempat iratus itiga ipuluh isatu ijuta 

iempat iratus isembilan ipuluh itiga iribu idua iratus idua ipuluh itujuh 

irupiah idua ipuluh itujuh isen). ihal iini imembuktikan ibahwa 

itersangka itelah ibersama-sama idengan isdr. iRatam, iST isebagai 

iPPK i(yang ijuga isebagai itersangka idalam iBerkas iPerkara ilain) 

imelakukan iperbuatan imemperkaya idiri isendiri i/ imemperkaya 

iorang ilain. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. PT Bunga Arafat melakukan penawaran untuk Proyek Peningkatan Jalan 

Simpang Bukit Harapan 1  Kecamatan Bongan dengan dengan meminjam 

bendera perusahaan PT. Bunga Arafat dan menggunakan nama Dirut sdr. 

RUSTAM, kemudian melampirkan atau mensyaratkan tenaga-tenaga teknis 

yang fiktip atau hanya dipinjam ijazahnya saja sebagai persyaratan 

administrasi dan teknis agar memenangkan pelelangannya;  

2. PT Bunga Arafat mengerjakan pekerjaan fisik Proyek Peningkatan Jalan 

Simpang Bukit Harapan 1  Kecamatan Bongan dengan tidak menggunakan 

tenaga teknis yang telah dipersyaratkan didalam kontrak dan tidak 

menggunakan tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian dibidang konstruksi; 

3. PT Bunga Arafat mengerjakan pekerjaan fisik Proyek Peningkatan Jalan 

Simpang Bukit Harapan 1  Kecamatan Bongan tidak berpedoman kepada 

standar mutu aggregat kelas B yang telah diatur didalam. 

4. Penyimpangan yang terjadi pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit 

Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat TA. 2014 telah 

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.431.493.227,27.
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Seyogyanya pemanfaatan bukti akuntansi dan bukti audit dapat diotimalkan 

untuk berbagai keperluan, selain keperluan penyelidikan juga dapat 

digunakan untuk keperluan baik untuk kebutuhan litigasi maupun non litigasi. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pandangan bagi Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat serta Kecamatan Bongan 

serta pihak lain untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan 

yang mengerjakan setiap proyek yang serupa serta menggunakan dana milik 

negara dengan memanfaatkan bukti audit dan bukti akuntansi. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Bukti-Bukti Akuntansi  

1. Dokumen Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No. DPA 

SKPD: 1.03.01.34.56.5.2 Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit 

Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) Jumlah 

Anggaran: 20.000.000.000,- (dua puluh miliar); 

2. Surat Perjanjian kontrak Buku I Nomor: 602.1/02/BM-

D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014; 

3. Addendum/CCO I Nomor: 602.1/116.A/ADD-I/BM-D.33/BANPROV/DPU-

KB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014; 

4. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan MC : 01 Bulan Mei 2014 Paket 

Pekerjaan: D.33 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan 

Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000.- Tahun 

Anggaran 2014, Kontraktor Pelaksana PT. Bunga Arafat; 

5. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan MC : 02 Bulan Juni 2014; 

6. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan MC : 03 Bulan Juli 2014; 

7. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan MC : 04 Bulan Agustus 2014; 

8. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan MC : 05 Bulan September 2014; 

9. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan MC : 06 Bulan Oktober 2014; 

10. Back-Up Data MC : 01 Bulan Mei 2014 Paket Pekerjaan: D.33 Peningkatan 

Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan 



  

 

 

Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000.- Tahun Anggaran 2014, Kontraktor 

Pelaksana PT. Bunga Arafat; 

11. Back-Up Data MC : 02 Bulan Juni 2014; 

12. Back-Up Data MC : 03 Bulan Juli 2014; 

13. Back-Up Data MC : 04 Bulan Agustus 2014; 

14. Back-Up Data MC : 05 Bulan September 2014; 

15. Back-Up Data MC : 06 Bulan Oktober 2014; 

16. Sertifikat Bulanan (MC) : 01 Bulan Mei 2014 Paket Pekerjaan: D.33 

Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan 

Keuangan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000.- Tahun Anggaran 2014, 

Kontraktor Pelaksana PT. Bunga Arafat; 

17. Sertifikat Bulanan (MC) : 02 Bulan Juni 2014; 

18. Sertifikat Bulanan (MC) : 03 Bulan Juli 2014; 

19. Sertifikat Bulanan (MC) : 04 Bulan Agustus 2014;  

20. Sertifikat Bulanan (MC) : 05 Bulan September 2014; 

21. Sertifikat Bulanan (MC) : 06 Bulan Oktober 2014; 

22. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Paket Pekerjaan: D.33 

Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan 

Keuangan Provinsi); 

23. Berita Acara Pembayaran MC.01 s/d MC.05 Paket Pekerjaan: D.33 

Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan 

Keuangan Provinsi); 



  

 

 

24. Berita Acara Pembayaran MC.06 Paket Pekerjaan: D.33 Peningkatan Jalan 

Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi); 

25. Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Paket Pekerjaan: D.33 Peningkatan 

Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan 

Provinsi); 

26. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 

602.1/201.A/BA-PHO/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/XI/2014 tanggal 10 

Nopember 2014; 

27. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 602.1/064/BA-

FHO/ BANPROV/BM-D.33/DPU-KB/III/2015 tanggal 09 Maret 2015; 

28. Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Rencana Campuran (Mix Design) 

Lapis Pondasi Agregat Kelas B Nomor: 600.1/B-359/DPU-

KB/LAB/VII/2014 tanggal 05 Juli 2014; 

29. Surat Perintah Pencairan Dana No: 00944/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 23 

Mei 2014 untuk keperluan: Uang Muka 20% ; 

30. Surat Perintah Pencairan Dana No: 03014/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 30 

Oktober 2014 untuk keperluan: MC.01 s/d MC.05;  

31. Surat Perintah Pencairan Dana No: 04166/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 11 

Desember 2014 untuk keperluan: MC.06; 

32. Surat Perintah Pencairan Dana No: 04440/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 15 

Desember 2014 untuk keperluan: Retensi 5%; 



  

 

 

33. Rekening Koran Bank Kaltim atas nama: PT. Bunga Arafat, alamat: Jl. KH. 

Akhmad Mukshin No.53 RT.003 Kec. Tenggarong, NPWP: 02.662.065.6.72, 

Nomor Rekening: 0111510415 Periode 25-01-2014 s/d 29-12-2014; 

34. Rekening Koran Bank Kaltim atas nama: Adi Wijaya, alamat: Melak Ulu 

Rt.005 Melak, NPWP: -, Nomor Rekening: 0118002024 Periode 01-01-2014 

s/d 31-12-2014; 

35. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 1480010392606 atas nama: 

Adi Wijaya Periode 1-Jan-2014 s/d 31-Dec-2014;  

36. Satu bandel / rangkat Arsip Copy Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan 

Dana No: 00944/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 23 Mei 2014 untuk keperluan: 

Uang Muka 20% Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan 

Bongan sebesar Rp.2.520.559.815,- berikut lampiran-lampirannya berupa: 

Arsip Copy Kwitansi Pembayaran,Arsip Copy SPP, arsip copy SPM; 

37. Satu bandel / rangkat Arsip Copy Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan 

Dana No: 03014/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 30 Oktober 2014 untuk 

keperluan: MC.01 s/d MC.05 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 

Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) sebesar Rp.8.476.103.726,- 

berikut lampiran-lampirannya berupa: Arsip Copy Kwitansi 

Pembayaran,Arsip Copy SPP, arsip copy SPM;  

38. Satu bandel / rangkat Arsip Copy Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan 

Dana No: 04166/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk 

keperluan: MC.06 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan 

Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) sebesar Rp.975.995.579,- berikut 



  

 

 

lampiran-lampirannya berupa: Arsip Copy Kwitansi Pembayaran,Arsip Copy 

SPP, arsip copy SPM;  

39. Satu bandel / rangkat Arsip Copy Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan 

Dana No: 04440/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk 

keperluan: Retensi 5% Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 

Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) sebesar Rp.630.139.953,- 

berikut lampiran-lampirannya berupa: Arsip Copy Kwitansi Pembayaran, 

Arsip Copy SPP, arsip copy SPM 

40. Rekening Koran Bank Kaltim atas nama: PT. Bunga Arafat, alamat: Jl. KH. 

Akhmad Mukshin No.53 RT.003 Kec. Tenggarong, NPWP: 02.662.065.6.72, 

Nomor Rekening: 0111510415 Periode 25-01-2014 s/d 29-12-2014 yang 

telah dilegalisir oleh Bank setempat;  

41. Rekening Koran Bank Kaltim atas nama: Adi Wijaya, alamat: Melak Ulu 

Rt.005 Melak, NPWP: -, Nomor Rekening: 0118002024 Periode 01-01-2014 

s/d 31-12-2014 yang telah dilegalisir oleh Bank setempat;  

42. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 1480010392606 atas nama: 

ADI WIJAYA Periode 1-Jan-2014 s/d 31-Dec-2014 yang telah dilegalisir 

oleh Bank setempat 

43. Foto icopy iEE i(Engineer’s iEstimate) iRekapitulasi iDaftar iKuantitas idan 

iHarga iuntuk iKegiatan iPeningkatan iJalan iSimpang iBukit iHarapan i2 

iKecamatan iBongan; 



  

 

 

44. Foto icopy iOE i(Owner’s iEstimate) iRekapitulasi iDaftar iKuantitas idan 

iHarga iuntuk iKegiatan iPeningkatan iJalan iSimpang iBukit iHarapan i2 

iKecamatan iBongan; 

45. Foto copy Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan MC 01 Bulan Mei 2014;  

46. Foto copy Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan MC 02 Bulan Juni 2014;  

47. Foto copy Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan MC 03 Bulan Juli 2014;  

48. Foto copy Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan MC 04 Bulan Agustus 

2014; 

49. Foto copy Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan MC 05 Bulan September 

2014;  

50. Foto copy Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan MC 06 Bulan Oktober 

2014; 

51. Foto copy Back Up Data MC 01 Bulan Mei 2014;  

52. Foto copy Back Up Data MC 02 Bulan Juni 2014;  

53. Foto copy Back Up Data MC 03 Bulan Juli 2014;  

54. Foto copy Back Up Data MC 04 Bulan Agustus 2014;  

55. Foto copy Back Up Data MC 05 Bulan September 2014;  

56. Foto copy Back Up Data MC 06 Bulan Oktober 2014;  

57. Foto copy Sertifikat Bulanan MC 01 Bulan Mei 2014;  

58. Foto copy Sertifikat Bulanan MC 02 Bulan Juni 2014;  

59. Foto copy Sertifikat Bulanan MC 03 Bulan Juli 2014;  

60. Foto copy Sertifikat Bulanan MC 04 Bulan Agustus 2014;  

61. Foto copy Sertifikat Bulanan MC 05 Bulan September 2014;  



  

 

 

62. Foto copy Sertifikat Bulanan MC 06 Bulan Oktober 2014;  

63. Foto icopy iBerita iAcara iPembayaran iMC i01 is/d iMC i05 iBulan iMei 

isampai idengan iSeptember i2014;  

64. Foto icopy iBerita iAcara iPembayaran iMC i06 iBulan iOktober i2014;  

65. Foto icopy iBerita iAcara iPembayaran iRetensi i5%;  

66. Foto icopy iLaporan iPemeriksaan iKuantitas idan iKualitas iPekerjaan 

iPeningkatan iJalan iSimpang iBukit iHarapan iII iKecamatan iBongan 

iKabupaten iKutai iBarat ioleh iIr. iSuhendro iTrinugroho, iMT i(Fakultas 

iTeknik iUniversitas iMuhammadiyah iSurakarta) iTahun i2015;  

67. Foto icopy iBerita iAcara iPemeriksaan iSaksi idan iAhli ioleh iPenyidik 

iKepolisian iDaerah iKalimantan iTimur 

 



  

 

 

Lampiran 2 : Bukti-Bukti Audit 

1. Peraturan tentang tindak pidana korupsi 

2. Surat Pengajuan dari Polda Kaltim 

3. Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik UMS 

4. Surat Perjanjian kontrak Nomor: 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-

KB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 Paket: D.33 Peningkatan Jalan Simpang 

Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) senilai 

Rp.14.291.834.000.- Tahun Anggaran 2014 

5. Data pelaksanaan kontrak yaitu  :  

a) Addendum / CCO I Nomor: 602.1/116.A/ADD-I/BM-

D.33/BANPROV/DPU-KB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang 

Proyek Peningkatan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan 

(Bantuan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000.-, Kontraktor Pelaksana 

PT. Bunga Arafat 

b) Spesifikasi Teknik  

c) Mix Design material yang digunakan / Agregat kelas B 

d) Hasil pengujian Analisa Saringan ( Gradasi ) dan kepadatan lapangan 

(sand Cone Test ) 

e) Shop drawing 

f) As built drawing 

g) Sertifikat bulanan terakhir (Bulan Oktober 2014) 

h) Back Up Data Sertifikat Bulanan Terakhir  (Bulan Oktober 2014) 



  

 

 

i) Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan Terakhir (Bulan Oktober 

2014) 

j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan 

k) Berita Acata Pembayaran Retensi. 

6. Foto icopy iSalinan iAkta iPendirian iPT. iBunga iArafat iberkedudukan idi 

iTenggarong iKabupaten iKutai iKartanegara iNomor i17 itanggal i3 

iAgustus i2007;  

7. Foto icopy iSalinan iPerubahan iAkta iPendirian iPT. iBunga iArafat 

iberkedudukan idi iTenggarong iKabupaten iKutai iKartanegara iNomor i26 

itanggal i7 iDesember i2007 

8. Foto icopy iSalinan iPerubahan iAkta iPendirian iPT. iBunga iArafat 

iberkedudukan idi iTenggarong iKabupaten iKutai iKartanegara iNomor i26 

itanggal i7 iDesember i2007; 

9. Foto icopy iSurat iKuasa idari iDirektur iUtama iPT iBunga iArafat itanggal 

i6 iMei i2013 

10. Foto icopy iKeputusan iBupati iKutai iBarat iNomor 

i800/05.020/K.2283/2013 itanggal i31 iDesember i2013 itentang 

iPengangkatan iKepala, iSekretariat idan iKelompok iKerja iUnit iLayanan 

iPengadaan i(Pokja iULP) iBarang/Jasa iPemerintah iKabupaten iKutai iBarat 

iTahun i2014;  

11. Foto icopy iKeputusan iBupati iKutai iBarat iNomor i900/204/KEU-

TU.P/1/2014 itanggal i2 iJanuari i2014 itentang iPengangkatan iPejabat 



  

 

 

iPengelola iKeuangan iDaerah iPada iDinas iPekerjaan iUmum iKabupaten 

iKutai iBarat iTahun iAnggaran i2014;  

12. Foto icopy iKeputusan iPengguna iAnggaran iNomor i061/04/DPU-

KB/1/2014 itanggal i2 iJanuari i2014 itentang iPengangkatan iPejabat 

iPembuat iKomitmen i(PPK) iAPBD iTA. i2014 iBidang iBina iMarga iDinas 

iPekerjaan iUmum iKabupaten iKutai iBarat  

13. Foto icopy iGambar iRencana iPeningkatan iJalan iSimpang iBukit iHarapan 

i2 iKecamatan iBongan;  

14. Foto icopy iBerita iAcara iPenjelasan iDokumen iLelang i(Aanwijzing) 

Nomor i027/03.1/ULP/POKJA-JK.D/IV/2014 itanggal i17 iApril i2014;  

15. Foto icopy isurat ipenawaran iNomor i145/PT.BA/PNWR-PU/IV/2014 

itanggal i22 iApril i2014;  

16. Foto icopy iBerita iAcara iPembukaan iDokumen iPenawaran iNomor 

i027/04/ULP/POKJA-JK.D.33/IV/2014 itanggal i22 iApril i2014;  

17. Foto icopy iBerita iAcara iEvaluasi iDokumen iPenawaran iNomor 

i027/05/ULP/POKJA-JK.D.33/IV/2014 itanggal i25 iApril i2014;  

18. Foto icopy iBerita iAcara iPembuktian iKualifikasi iNomor 

i027/07/ULP/POKJA-JK.D.33/IV/2014 itanggal i30 iApril i2014;  

19. Foto icopy iBerita iAcara iHasil iPelelangan i(BAHP) iNomor 

i027/08/ULP/POKJA-JK.D.33/V/2014 itanggal i2 iMei i2014;  

20. Foto copy Penetapan Pemenang Nomor 027/09/ULP/POKJA-

JK.D.33/V/2014 tanggal 2 Mei 2014;  



  

 

 

21. Foto copy Pengumuman Pemenang Nomor 027/10/ULP/POKJA-JK.D.33/V/ 

2014 tanggal 2 Mei 2014;  

22. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 602.1/02/BM-

D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;  

23. Foto copy Risalah Kontrak Buku II Nomor 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/ 

DPUKBN/2014 tanggal12 Mei 2014;  

24. Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%;  

25. Foto copy SPP-LS Nomor 0012/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 20 Mei 2014;  

26. Foto copy SPM-LS Nomor 0012/SPM-LS/DPU/2014 tanggal 20 Mei 2014;  

27. Foto copy SP2D Nomor 00944/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 23 Mei 2014;  

28. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 

602.1/1916/BAPP/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tanggal 30 Mei 

2014; 

29. Foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 061/630/DPU-KBNI/2014 

tanggal 10 Juni 2014 tentang Pembentukan Tim PHO (Provisional Hand 

Over) dan FHO (Final Hand Over) APBD TA. 2014 Bidang Bina Marga 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat;  

30. Foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 061/631/DPU-KBNI/2014 

tanggal 10 Juni 2014 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana 

Kontrak APBD TA. 2014 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Kutai Barat;  



  

 

 

31. Foto copy surat Nomor 022-PT.BA/PMH-CCO.I/DPU-KB/VI/2014 tanggal 

11 Juni 2014 perihal usulan perubahan volume tambah kurang item 

pekerjaan;  

32. Foto copy surat Nomor 602.1/02/PPK/BM-D.33/DPU-KB/VI/2014 tanggal 

12 Juni 2014 perihal pembuatan justifikasi teknis untuk addendum;  

33. Foto copy surat Nomor 023-PT.BA/PMH-CCO.I/DPU-KB/VI/2014 tanggal 

12 Juni 2014 perihal hasil survey dan rekayasa lapangan untuk justifikasi 

teknik;  

34. Foto copy surat Nomor 602.1/04/PPK/BM-D.33/DPU-KB/VI/2014 tanggal 

13 Juni 2014 perihal penyampaian draft justifikasi teknis;  

35. Foto copy surat Nomor 01/UND/PAN-CCO/BMD.33/BANPROV/DPUKB-

/VI/ 2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal undangan rapat pembahasan draft 

justek dan penelitian terhadap penawaran item pekerjaan baru;  

36. Foto copy Berita Acara Pembahasan Evaluasi dan Negosiasi Harga Item 

Pekerjaan Baru Nomor 02/BA/PAN-CCO/BM-D.33/BANPROV/DPU-

KB/VI /2014 tanggal 17 Juni 2014;  

37. Foto copy Berita Acara Penelitian Pekerjaan Tambah/Kurang 

Addendum/CCO-I Nomor 04/BA/PAN-CCO/BM-D3/BANPROV/DPU-

KB/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014;  

38. Foto copy surat Nomor 05/PAN-CCO/BM-D.33/BANPROV/DPU-

KB/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal hasil penelitian dan evaluasi draft 

justifikasi teknis kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 

Kecamatan Bongan;  



  

 

 

39. Foto copy surat Nomor 602.1/..../BM/DPU-KB/VI/2014 kepada PPK perihal 

Persetujuan Justifikasi Teknik tanggal 19 Juni 2014;  

40. Foto copy surat Nomor 602.1/05/PPK/BM-D.33/DPU-KB/VI2014 kepada 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum perihal usulan perubahan kontrak tahun 

anggaran 2014 kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 

Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) tanggal 20 Juni 2014;  

41. Foto copy surat Nomor 602.1/..../DPU-KB/VI/2014 kepada Bupati Kutai 

Barat perihal usulan perubahan kontrak tahun anggaran 2014 kegiatan 

Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan 

Keuangan Provinsi) tanggal 20 Juni 2014;  

42. Foto copy surat Bupati Kutai Barat Nomor 900/881/Umum-TU.P/VI/2014 

tanggal 23 Juni 2014 perihal persetujuan perubahan kontrak;  

43. Foto copy AddendumICCO I Nomor 602.1/116.A/ADD-1/BM-

D.33/BANPROV/ DPUKBNI/2014 tanggal 24 Juni 2014;  

44. Foto copy Formulir Permohonan Pengujian Job Mix Design Nomor 

341/VI/PRM/DPU- KB/LAB/2014 tanggal 27 Juni 2014;  

45. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 602.1/89/BM-/DPU-KBNII/2014 

tanggal 4 Juli 2014 tentang Penunjukan PPTK dan Pengawas Lapangan pada 

Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan;  

46. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 

602.1/93414/BAPP/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tanggal 30 Juni 

2014;  



  

 

 

47. Foto copy Laporan Hasil Pengujian Material Lapis Pondasi Agregat B dengan 

Nomor 600.1/B-359/DPU-KB/LAB/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014;  

48. Foto copy Formulir Permohonan Pengujian Sand Cone Nomor 

396/IX/PRM/DPU-KB/LAB/2014 tanggal 22 September 2014;  

49. Foto copy Laporan Hasil Pengujian Kepadatan Lapangan (Sand Cone) 

dengan Nomor 600.1/B-421/DPU-KB/LAB/IX/2014 tanggal 24 September 

2014; 

50. Foto copy SPP-LS Nomor 0677/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 20 Oktober 2014; 

51. Foto copy SPM-LS Nomor 0677/SPM-LS/DPU/2014 tanggal 20 Oktober 

2014; 

52. Foto copy SP2D Nomor 02014/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 30 Oktober 

2014; 

53. Foto copy Berita Acara Kunjungan Lapangan Pertama Nomor 02/BA/PAN-

PHO/BM-D.33/DPU-KB/XI/2014 tanggal 3 November 2014;  

54. Berita Acara Kunjungan Lapangan Kedua Nomor 05/BA/PAN-PHO/BM-

D.33/DPU-KB/XI/2014 tanggal 6 November 2014;  

55. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)    Nomor 

602.1/201.A/BA-PHO/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/XI/2014 tanggal 10 

November 2014;  

56. Foto copy SPP-LS Nomor 0915/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 9 Desember 

2014; 

57. Foto copy SPM-LS Nomor 0915/SPM-LS/DPU/2014 tanggal 9 Desember 

2014; 



  

 

 

58. Foto copy SP2D Nomor 04166/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 11 Desember 20  

59. Foto copy SPP-LS Nomor 0916/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 9 Desember 

2014; 

60. Foto copy SPM-LS Nomor 0916/SPM-LS/DPU/2014 tanggal 9 Desember 

2014; 

61. Foto copy SP2D Nomor 04440/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 15 Desember 

2014; 

62. Foto copy Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor 

602.1/064/BA-FHO/BANPROV/BM-D.33/DPU-KB/III/2015 tanggal 9 

Maret 2015;  

63. Foto copy Shop Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit 

Harapan 2 Kecamatan Bongan;  

64. Foto copy As Built Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit 

Harapan 2 Kecamatan Bongan; 



 

 

 

 

 

 


